
j S A L I N A N

BAOAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GORONTALO UTARA

PUTUSAN

Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 

DEm  KEAD1LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemiiihan Umum Kabupaten Gorontaio Utara memeriksa dan

memutus penyefesatan sengketa Pemihaft, roenjahihkan putusan sebagai benkut:

Menlmbsng bahwa Badan Pengawas Pemiiihan Umum Kabupaten Gorontaio 

Utara ieiah marscatat da lam Buku Roister Penystesaian Sangketa Pemiiihan, 
permohonan dart

1, Name 
Nomor KTP 

AJamat

- T

Temps t  Tsnggal Lshir 

Pekeijaan/Jabatan

2. Nama
Nomor KTP 

Aiamat

Tempat, Tangga! Lahir 
Pekegaan/Jabafan

yang teiah merfdattarkan din aiau didatarkan sebagai Sakai Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Gorontaio Utara dan Bakal Pasangan Caion Bupati dan Wakil Bupati
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Gorontaio Utara yang tidak memenuhi syarai berdasarkan keputusan Komis? Pemiiihan 

Umum Kabupaten Gorontaio Utara dalam hai ini memberikan kuasa kepada:

1. Nanang S Abas, SH;

2. Efemtt Dak, SH,
Advokad yang bsrkantor pads kantor Advokad hokum Nanang S. Abas, SH beraiamat 

di Jalan pertiwi kompleks SDN 16 Kwandang Desa Tstidu Kecamatan Kwandang 

Kabupaten Gorontaio Utara oerdasarkan surat kuasa kbusus tertanggal 23 September 

2024, uniuk seianjutnya disebut sebagai Pemohon;
Dalam hal Ini mengajukan permohonan penyeiesaian sengketa pamifihan atas 

Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Gorontaio Utara berupa Berita Acara

Komlsl Pemihari Umum Kabupaten Gorontaio Utara Nomor: 242/PL02.2- 

BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Peaeiitian Persyaratan Admirtisirasi Hasll 
Perbaikan Pasangan Caion Bupati dan Wakii Bupati Gorontaio Utara, tangga! 14 
September 2024

Terhadap

Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Gorontaio Utara yang berkedudukan di Desa 
Buiaio, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontaio Utara, Proving Gorontaio, 
seianjutnya disebut sebagai Termohon;.

Permohonan diajukan pads tanggai 17 buian September tahun 2024 yang diterima oieh 

Badan Pengawss Pemiiihan Umum Kabupaten Gorontaio Utara pada tanggai 20 buian 
September tahun 2024 dan dicatat dalam Buku Registrar Permohonan Penyeiesaian 
Sengketa Pemiiihan pada tanggai 21 buian September tahun 2024 dengan Nomor 
Register 001 /PS.REG/75.7505/IX/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saks! dad Pemohon dan Termohon; 
Mendengar keterangan Ahil dari Pemohon;

Memehksa bukti - bukti Pemohon dan Termohon; 
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon,

2



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon tetah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

PemfHban dengan Honw Regtstrast QQt/PS.REG/75.7505/0^2024 tanggal 21 bufan 
September Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut

A. PGKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon sebagai Bakal Caion Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati 

Gorotafo Utara Keberatan atas diterbitkannya Benta Acara 242/PL02.2- 

BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasii 

Pe&afi&rt Pasangan Caton Bupafi dan Wakft Bupati Gotonfcato Utara, ianggaf 14 

September 2024 dan oleh Termobon, Bahwa benta acara yang dikeluarkan o!eh 

Termohon tersebut, mengakibaikan Pemohon tidak dapat mengikuti tahapan 

selanjutnya daiam proses pemiiihan Kepa!a Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara 

dikarenakan berdasarkan benta acara yang diletapkan deb Termobon menyatakan 
"dokumen persyaratan Bakal Galon Bupati dlnyatakan Tidak Memenuhl Syarat". 

Oleh karena itu mengakibatkan kerugian Pemohon secara langsung bask mateil 
maupun imater?!.

1. Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2024, Hah Kamis Pukul 15.00 Wita, Pemohon 
telah mendaftafkan dirt sebagai Bakal Calbfl Bupati dan Bakal Caton Wakl? 
Bupati Gorontalo Utara dl Kantor Termobon. Dengan membawa berkas 

persyaratan Bakal Galon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara 

dan langsung di input pada Silon KPU disertai bukti fisik;

2. Bahwa pada tanggal 0$ September 2024 Termohon menetapkan Benta Acara 
Nomor 229iPL.Q2.2-BA/75Q5l2Q24 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan 

Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dengan 
Kesimpuian Termobon menyatakan sebagai benkut
Berdasarkan basil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana teriampir, maka:
a. Dokumen persyaratan Caton Bupati dirryatakan Belum Memenuhl Syarat;
b, Dokumen persyaratan Caton Wakti Bupati dlnyatakan Betom Memenubt

3. Bahwa Pemohon pada tanggal 08 September 2024 Pukul 11.00 Wita telah 
Pemohon lengkapi dokumen persyaratan bakal calon Bupati dan bakal calon 
Wakil Bupati yang belum memenuhl syarat sebagaimana Berita Acara Nomor

Alasan Permohonan

Syarat.
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229/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan 

Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontaio Utara Tanggai 05 
September 2024, pemenuhan kelengkapan dokumen tersebut melalui Siion 

KPU dan meogantarkan langsung buktt fistk ke KPU Kabtipateo Gorontaio 
Utara dan dinyatakan diterima;

4. Bahwa pada tangga! 14 September 2024 Termohon mengundang Pemohon 
untuk dilakukan klahffkasi bertempal di Kantor Tamohon Pukul 10.00 Wita dan 

berdasarkan tahapan pemiiihan kepala daerah kabupaten Gorontaio utara yang 

dlkeluarkan oleh Termohon bahwa pada tanggaf 14 September 2024 adalah 
tahapan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan 

admmtstrasi calon dan bukan tahapan verifikast;
5. Bahwa pada tanggai Termohon menetapkan Benta Acara Acara Nomor

242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan 
Has?} Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Gorontaio Utara, dlmana pada tanggai 14 September dan Benta Acara tersebut 

ditehma oleh Pemohon Pada tanggai 14 September 2024 Puku? 21.00 lewat 14 
sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada angka Romawi V; 

ts. Bahwa Benta Acara Nomor 242/Pt,02,2-BAf?605/2024 Tahun 2024 tentang 
Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Gorontaio Utara, tanggai 14 September menyatakan dokumen 
persyaratan Sakai Pasangan Cason Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 

dan sebagaimana yang terdapat pada lampiran Benta Acara Nomor 
242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan 

Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakii Bupati 

Gorontaio Utara, tanggai 14 September 2024 dmyatakakan pada Huruf A
Dokumen Wajib, Jenis Dokumen angka 2; Surat Keterangan tidak pemah 
sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah memperoleh

kakuatan
tempat tinggal calon hasil verifikasl Termohon Untuk Calon Bupati "Tidak
Benar”;

7, Bahwa memperhatikan adanya kekeliruan Termohon dalam memahami dan

meiaksanakan ketentuan dalam Perahiran Komisl remihan umum Nomor 8 
Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan 
Wakil Bupati, Serta Wafikota Dan Wakil Wallkcta sehingga Termohon 

menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai bakai calon Bupati 
sebagaimana yang terdapat pada Berita Acara 242/Pt 02 2-BN750512024 

Tahun 2024 tentang Peneiitian Persyaratan Administrasi Hast! Perbaikan
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Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupail Gorontalo Utara, tanggai 14 
September 2024, tefah merugikan Pemohon;

8, Bahwa memperhatikan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gorontafo Utara Homor 2W frt,02,2-Pu/750Sf2024 Penerimaan Masukan Dan 
Tanggapan Masyarakai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada 
Pemilihan Bupati Dan Wakii Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tanggat 14 

September 2024. Dimana Pemohon Calon Bupati dinyatakan sebagai 

*TerpkfanaH oteh Termohon,
Disisi lain merumuk pada pasai 10 KUHP yang menegaskan bahwa pidana 

terdiri dart:
a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati;
2. Pidana Panjara;

3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;

5. Pidana Tutepan.
b. Pidana Tambahan:

1 Psncabutan Hak-Hak Tertsntu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;

3, Pengumuman Putusan hakim,
Artinya harus dipertegas terpidana yang seperti apa yang menyebabkan 

sesorang tidak dapat mencaionkan sebagai kepaia/kvakif kepaia daerah apakah 
berdasarkan pasai 10 KUH Pidana atau bukan? Apakah jenis tertentu atau 

keseluruhan dari pasai 10 KUH Pidana? apakah hukuman masa percobaan 
termasuk daiam frasa terpidana tersebut? sebab hukuman masa percobaan 

adaiab seseorang yang dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasai 14a KUH 
Pidana: “pidana yang tidak usah dijalani, atau pidana percobaan”, tidak 

termasuk jenis pidana sebagaimana dimaksud Pasai 10 KUH Pidana. Hukuman 

masa pefoobaan sebagaimana pada Pasat 14a KUH Pidana, pada hakikatnya 
tidak menjaiani pemenjaraan, hanya dtberikan batasan agar daiam masa interval 

percobaan tersebut, untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, sekaiipun ketika 
mefakukan suatu tindak pidana daiam masa interval percobaan, maka 
seseorang yang menjaianl hukuman percobaan, baa? dipidana seteiah ada 
putusan hakim lain seiain dari putusan masa percobaan semufa. SeJain itu KUH 

Pidana Pasai 14c Ayat (3) juga mempertegas bahwa “hukuman percobaan tidak 
boteh mengyrengt kemerdekaen beragama atau kemerdekaan berpoktik bag! 
yang tersangkut dan mejalani hukuman percobaan, Oengan demiktan
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pengumuman Komis? Pemilihan Umum Kabupaten Goroniaio Utara Nomor: 219 
/Pi. 02,2-Pu/7505/2024 penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat 
pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil 

Bupati Gorontato Utara Tahun 2024 Tanggai 14 September 2024 Dtmana 
Pemohon Caton Bupati dinyatakan sebagai "Terpidana’’ oieh Termohon, tidak 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku;
9, Berdasarkan Pasai 137 ayat (1) huwf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2024 Teniang Pencaionan Gubemur dan Wakil Gubemur, 
Bupati Dan Wakli Bupati yang menyatakan sebagai berikut:

“Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk 

Jems tindak pldananya sebagatmana dimaksud daiam Pasai 14 ayat (2) huruf f, 
dan* Selanjutnya didalam Pengumuman Komis? Pemilihan Umum Kabupaten 

Goroniaio Uiara Nomor: 219 /P!.02.2-Pu/7505/2024 Penerimaan Masukan Dan 

Tanggapan Masyarakat Pasangan Caton Bupati Dan Wakil Bupati Pada 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontate Utara Tahun 2024 Tanggai 14 
September 2024 tidak menyebutkan jenis Ttndak Pidana Pemohon. Hal ini 
menunjukkan bahwa Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor $ Tahun 2024 Teniang Pencaionan Gubemur Dan Wakil 
Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati:

10. Bahwa Status hukum Pemohon yang disampaikan oieh Termohon daiam 
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goroniaio Utara Nomor: 219 

/P?,02.2-Pu/7505/2024 Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat 
Pasangan Caton Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil 

Bupati Gorontaio Utara Tahun 2024 Tanggai 14 September 2024 sebagai 
“Terpidana" tidak sesuai dengan ketentuan KUHP Pasai 10 sebagaknana 
Pemohon uraikan pada Point 8 di alas, oieh karena to "Termohon’’ daiam 
meiaksanakan tugasnya bertindak tidak secara professional. Adapun Status 
Pemohon yang sebenamya adalah dijatuhi hukuman parcobaan daiam 
tenggang waktu yang teiah ditentukan daiam putusan dan tidak terikat pada 
putusan itu. Berbeda dengan Pidana Bersyarat dimana daiam putusan hakim 

menyebutkan bahwa Terpidana menjalani Sebagian atau 2/3 hukuman didalam 
penjara den m a hukumannya blatant dtiyar penjara dengan mesa peroobaan 
terterto dan apabiia terpidana meianggar pada masa percobaan to make yang 

bersangkutan terikat Kembaii dengam putusan sebeiumnya. Artinya akan 
menjalani Pidana yang sisa atau Sebagian tadi didalam psnjara dan perbuatan 
yang dia lakukan adalah perkara baa? untuk diiakukan proses penyidikan 

sampai kepada putusan;
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11. Bahwa untuk leblh memperkuat uraln pada point 8 di atas Pengadllan Negeri 

Gorontalo telah mengeiuarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dlcabut Hak 

Pilih dengan Nomor Surat 406/SK/HK/08/2024/ PN Gto. Berdasarkan hasii

pemenksaan register pidana pengadilan Negeri Gorontaio menerangkan bahwa 
Pemohon hingga saat Ini tidak sedang dlcabut hak ptkhnya;

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 1229 Tahun 
2024 Teniang Psdoroan Teknis Pandaharan, Panaifhan Parsyaratan 
Admlnlstrasl Caion, Dan Penetapan Pasangan Caion Dalam Pemiiihan 
Gubernur Dan Wakll Gubemur, Bupati Dan Wakll Bupati,. Serta Waflkota Dan 

Wakil Walikota Lampiran I, Bab IV Penelitian Persyaratan Administrasi Caion, 

label 4,1 Indtkatof Hasii reneiitian Persyaratan M m m w m  Caion , Angka 2 
indikator Kebenaran Surat keterangan tidak pemah sebaga? terpidana 

berdasarkan puiusan pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap 

dad pengadilan negen yang wiiayah dukumnya meliputi tempat tsnggal caion 

adalah sebagai berikut:
Indikator Kebenaran:

a, Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;

b, Memoai intermasi terkaH caion;
a  c. Memuai informasi status hukum tidak pemah dipidana penjara;

d. Diterbitkan oieh Pengadilan Negeri tempat domisili Caion;
e. Msrupakan dokumen yang sah;
f . Menerangkan bahwa Caion tidak pemah dijatuhl pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap karena 
metakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 {lima) tahun

ataulebih,

Atas dasar uraian tersebut dl atas, Termohon tidak bekepa secara Profesional 
karena Tugas dan tanggungjawab telah dlatur dan ditetapkan petunjuk teknis 
dimaksud tanpa harus mengerjakan/melaksanakan yang bukan urusan dari 

Termohon. CXsisi lain surat keterangan tidak pemah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap 

dari pengadilan negeri yang wiiayah hukumnya meliputi tempat tingga! caion 
yang Pemohon iampirkan sebagai persyaratan Bakal Caion Bupati telah 
prosedur dan Indikator Kebenaran sebagaimana yang ditentukan dalam 

petunjuk teknis tersebut;

7



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4Q5/SK/HK/Q8/2024/PN Gto 
Tanggal 26 Agustus 2024 yang teiah dikeiuarkan ofeh Pengadiian Negeri 

Gorontalo menyatakan bahwa Pemohon:

a. Tidak sedang menjafai pidana penjara;
b. Tidak pemah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadiian 

negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena meiakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau iebih.

Dengan demikian Benta Acara yang dikeiuarkan oleh Termohon Nomor 
242/PLQ2.2'8A/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penefitian Persyaratan 

Administrasi Hasi! Perbaikan Pasangan Caion Bupati dan Wakil Bupati 

Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024 yang menyatakan bahwa Surat 
Keterangan tidak pemah sebagas terptdana berdasarkan putusan pengadiian 

yang teiah memperofeh kekuatan hukum tetap dari pengadiian negeri yang 
wHayah hukumnya meiiputi tempat tmggai caton, dan hasi! veriflkasi Termohon 

“Tidak Benar". Maka tel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan oieh karena itu Surat Keterangan dari Pengadiian dinyatakan SAH, 

karena dikeiuarkan oleh Lembaga yang berwenang, surat ini telah cukup 

menjeteskan Status Pemohon memenuht syafet sebagai Caton Bupati;

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

2014 Tentang Pemiiihan Gubernur, Bupati, Dan Waiikota Menjadi Undang- 
Undang pasai 7 ayat 2 huruf g yang teiah dirubah oleh Putusan Mahkamah

Konstitusi Repufaiik Indonesia melaiui Putusan Nomor 56/PUU-XVH/2G19. 

dalam Amar Putusanya Mahkamah Konstitusi RepuMk Indonesia meyatakan 

sebagai berikut
“Menyatakan Pasai 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Paraturan Permrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tantang Pemiiihan Gubernur; Bupati, Dan Waiikota Menjadi 

Undang-Undang menjadi:

*{i) tidak pemah sebagai terpidma berdasarkan putusan pengadiian yang 

telah memperoieh kekuatan hukum tetap karena metakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau tebih, kecuali 

ierhadap terptdana yang metakukan tindak pidana keatpaan dan tindak 

pidana poiitik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai 

tindak pidana daiam hukum posittf hanya karena pefakunya mempunyai

Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Penetapan Paraturan Nomor 1 Tahun
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pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sadang berkuasa; (ii) 

bagi mantan terpidana, tetah meiewati jangka waktu 5 (lima) tahun setetah 

mantan tarpidana selesai menjalani pidana penjara bardasarkan putusan

pmgadmn yang tetah mempunyai kekueten hokum tetep dan secara jujttr 

atau ierbuka mengumumkan mengenai Mar belakang jati dirmya sebagai 

mantan tarpidana; dan (Hi) bukan sebagai pelaku kejahatan yang beruiang- 

u'mngf

Bahwa Kepuiusan MahKamah Konstitusi Republik Indonesia sebagalmana 
dimaksud tetah diakomodir datam pasal 14 ayat 2 huruf f Peraturan Komlsl 

Pemilihan Unrum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan 
Wakii Gt^emur. Supali Dan Wakii Bupati Berta Walikota Dan Wakii Walikota, 

yang berbunyi sebagai berikut
“tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah 

memperoish kekuatan tmkum map kar&rm rmiakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau febih, kecuali terhadap 

terpidana yang mefakukan tindak pidana keafpaan atau tindak pidana politik 

dalam pangartian suatu parbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana 

daiam huktjm poMrf hanya karma paiakmya rmmpwrym pandangan porHik 

yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, 

teiah mefewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai 

menjatani pidana penjara bardasarkan putusan pengadiian yang teiah 

mempemleh kekuetan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka 

mengumumkan mengenai fatar befakang jati dirinya sebagai mantan 

tarpidana, dan bukan sebagai palaku kejahatan yang barulang-ulang”;

H, Bahwa! «ka mencermerti putusan ktehkamah Konstitusi Nomor
XVU/2Q19 dan pasat 14 ayat 2 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2024 Tentang Pencaionan Gubernur Dan Wakii Gubernur, Bupati Dan 

Wakif Bupati, Sarta Walikota Dan Wakii Watikota bahwa Status Tarpidana bisa 
mencalonkan din sebagai Galon Kepala Daerah sepanjang ancaman 

hukumannya tidak dlatas 5 (Lima) tahun Keatas, disisi lain Terpidana yang 

diancam dengan hukuman diatas 5 {Lima} tahun Keatas saja dapat 

mencalonkan dm sebagai eaten Kepata Daerah dengan ketentuan Terpidana 
Terse but teiah seiesai menjaiani hukumannya khususnya terkait Tindak Pidana 

Keaipaan dan Tindak Pidana Politik;
15, blerujuk pada uraian Pont 8 dan Point 12 di atas tefah cukup manggambarkan 

bahwa Status Terpidana Percobaan meskipun masa percobaannya belum
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setesai mrnun yang bersangkutan dapat mencalonkan din sebagai Caion 
Kepaia Daerah;

16. Berdasarkan uraian yang teiah Pemohon Sampatkan sebeiumnya di atas, 

Termohon daiam menerapksn Ketemian Peraftiran Peranoang-Undangan 
terkait dengan syarat bakal cafcm/cafon bupati dan wakii bupsd tidak meialui 

kajian mendaiam sehi.ngga mengakibatkan penerapan ketentuan yang keliru 
yang berakibat ierhadap Pemohon sebagai bakal cafon/cafon bupati dan wakif 

bupati yang teiah merampas hak poUtik Pemohon. Disamplng itu akan behmbas 
pada penyeienggara pemiiu dalam hai ini Termohon. Besar harapan Pemohon 

kiranya Bawasiu Kabupaten Gorontaio Utara dapat mempertimbangkan dan 

mengaWkan Ferfoohonan Pemohon <hm tefyayudny© Oemokrast yang sehat 

di Kabupaten Gorontaio Utara (Satam Akal Sebati

PETITUM

1. Mengafeuikan Permohenan Pemoftm untuk satuwhiiya:

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontaio Utara 

yaitu Berita Acara Nomor 242/PLC2.2-BA/7505/2Q24 Tahun 2024 ientang 
Peneiitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati 

dan W m ii Bupati Gorontaio U tara, tanggat 14 Septem ber 2024;

j |N 3, Menyatakan Benia Acara Nomor 242/PL 02.2-8A/7505/2024 Tahun 2024 

JP  tentang Peneiitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Caion 
Bupati dan Wald! Bupati Gorontaio Utara Tidak Bedaku/Tidak Sah;

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Mersetapkan Kembali Pemohon 
sebagai Caion Bupati dan Caion Waki! Bupati Kabupaten Gorontaio Utara yang 

memenuhl Syarat dokumen persyaratan Caion Bupati dan Caion Wakii Bupati 
Kabypsten Gorortato Utara;

5. Memerintahkan kepada Termohon yntuk meisksanakan Putusan ini Selambat- 

lambatnya 3 (iiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

ApaMa Bawaslu Kabupaten Gorontaio utara berpendapat lain motion Putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo at bom),

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada had Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024, pukul 15.10 WITA, 
KPU Kabupaten Gorontaio Utara menehma Pendaftaran Pasangan Bakal Caion 
Bupati dan Wakii Bupati Kabupaten Gorontaio Utara atas nama Ridwan Vasin 
dan ftfiuksin Badar, yang dlusung oieh PDi Perjuangan. Di waktu yang same

KPU Kabupaten G orontaio U tara metefcukart P m m m m m  dan P e r s ia n  

Dokumen Persyaratan Pencatonan dan Persyaratan Caion:
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2, Bahwa dalam pemeriksaan dokumen persyaraian pencaionan sebagaimana 

dfmaksud pada Pasal 13 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencaionan 

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaSikota dan Wakil 

Waiikota yaitu Mode? PEHCALONAN PARPOi.KVVK, PEPSETUJUAN, 

PARPOLKWK Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Surat Keputusan 

Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 
Partai Demokrasi Indonesia Peguangan dengan Status Pemeriksaan iengkap 

dan benar;
3, Bahwa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud 

pada Pasai 20 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencaionan Gubernur dan

Wakil Gybemyr, Bupati dan Wak« Bupati serta Wakkota dan Wakil WaHkota, 

dokumen yang diserahkan status pemeriksaan ada dengan feerpedoman pada 

status pemeriksaan sebagaimana daiam Keputusan Komisi Pemiiihan Umum 

Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedcman Teknis Pendaftaran, Peneiitian 

Persyaratan Admlnistrasl Galon, dan Penetapan Pasangan Galon dalam 

Pemiiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 

Watikota dan Wakil Waiikota;

4, Bahwaterhadappemeriksaandempeneifttartbokymenpersy^ 
dan persyaratan calon pada saat pendaftarao, KPU Kabupater? Grontaio Utara 

memberikan status pendaftara.n diterima;

5, Bahwa terhadap dokumen yang telah diterima, KPU Gorontaio Utara 

memberikan bukti tanda terima dengan Benia Acara nomor 211/PL.02.2- 

BA/7505/2024 yang telah ditandatangani oleh LO Pasangan Calon. Ketua dan 

Anggota KPU Kabupaten Gorontaio Utara, Petugas Pendaftaran dan 

Koordlnator Pendaftaran serta memberikan syrat pengantar pemeriksaan 

kesehaian dengan nomor 299/PL 02 2-SD/7505/2/2024 (Vide: Bukti T-1 dan T- 

2);

8. Bahwa memperhatrkan aiasan permohonan angka romawi VH angka 4 s.d. 7, 

rial. 6 yang pada pokoknya termohon menurut Pemorion kellru meiakukan 

klariftkasi pada tanggal 14 September 2024 karena pada saat Hu merupakan 

tahapan pemberitahuan dan pengumuman hasil peneiitian persyaratan
adminlstfasl calon dan bykan tahapan vertfikasi.
Jawabam
Bahwa berdasarkan PKPU 8 tahun 2024, lampiran f angka 3 huruf f Program 
dan Jadwai Kegiatan Tahapan Pencaionan Gubemur dan Wakil Gubemur, 
Bupati dan Wakil Bupati, Waiikota dan Wakil Waiikota yang mengatur tanggal 6 
s.d 14 merupakan atahapan Peneiitian Pertaiken Persyaratan Administrasi
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Caton dan Penelitian Dokumen syarat caton pengganti otoh KPU Pmvinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota’ frasa “tahapan penetitian perbaikan persyaratan" 

merupakan kewenangan yang diberikan oleh PKPU 8 tahun 2024 untuk 

meiakukan ktanfikasi kepada caton dafam hat teraapat keragwan terhadap 
kebenarso psrsyarat admsrastrass caton daiam rentan tanggai 8 s.d.14 otehnya 

itu tindakan KPU Kabupaten Gorontaio Utara melakukan klanfikasi masih pada 
tanggai a quo tetah sesuai dengan promdur dan ketentuan perundang- 

undangan; (Vide: Bukti T-3).

7, Bahwa terhadap alas an permohonan pada angka 8, yang pada pokoknya 

pemohon menyatakan bahwa pemohon bukan merupakan terpidana 

sebagatmana Pengumuman KPU Kabupaten Gofontato Utara Nomor 

219/PL.02.2-BA/7505/2024 tahun 2024 karena hukuman dengan masa 

percobaan menurut Pemohon tsdak termasuk daiam pidana pokok dan pldana 
tambahan sebagaimana daiam pasai 10 Ku HP se&ab hukuman masa dengan 

masa percobaan adalah seseorang yang dljatuhi hukuman berdasarkan pasa! 

14a KUHP: “Pidana yang tidak usah dijalani atau pidana percobaan”,
Jawaban:

1. Bahwa peou Termohon sampatkan tidak memenuhi syaratnya Pemohon 

berkaitan dengan ketentuan Pasai 14 aval (2) huaif f PKPU Nomor 8 Tahun 

2024 jo. Pasa! 7 ayat (20 huruf g Undang-Undang Rf Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Pembahan Kedua atas undangmndang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemehntah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 Tentang Pemiiihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang yang msngatur.

A y a t i ....

Ayat 2 Caton Gubemur dan Caton Wakit Gubemur, Caton Bupah dan Caton 
Waki! Bupati, serta Walikota dan Caton Wakil Walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi parsyaratan sebagai behkut: 

a.....
f. Tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang 

telah mempemieh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara S tahun atau iebih, kacuaii 

terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana ksalpaan atau tindak 

pidana politik daiam pangertian suatu perbuatan yang dinyatakan 

sebagai tindak pidana daiam hukum posiiif hanys karena pelakunya 

mempmym pmdmgarr poktik yang tmbeda dengan mzm yang sedam 

berkuasa, bagi mantan terpidana, teiah metewati jangka waktu 5 tahun
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setetah mantan terpidana seiesai menjatani pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadiian yang tafah mamparofah kakuatan hukum tetap dan 

secars jujur atau ierbuka mengumumkan mengenai iatar belakang jati 

mrnya mbagm mmtm i&ptbma, dm  bmm mbagm pataka kajabatm 

yang bemiang-utang,

Bahwa penafsiran mengenai rumusan Rasa! 7 ayat (2) huruf g Undang- 

Undang ft? Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kiedua atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Penogani? Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemiiihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, 

Mahkamab Konabtua? ftl aebetutnya teteh menerangkan meiakM putusan 
Nomor 132/PHP BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

[3,15] .... Mahkamah periu menegaskan kembaii bahwa “seiesai 

menjalani pidana pen/aras yang dlmaksud pada putusan Mahkamah 

Konstitus? Noma* 56/PUU-XVH/2019 adalah seorang terpidana yang 

telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadiian, 

Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani pidana baik di 

dalam tembaga pemasyafakaian mawpun dangan pembebasan 
bersyarat {di luar tembaga pemasyarakaian) hat tersebui pada prinsipnya 

hanyalah berkaitan dengan teknis atau csra menjalani pidananya.

bersyarat walaupun tidak Sag? berada dalam Sembaga pemasyarakatan, 
status hukum yang barsangkutan meskipun tidak lagi narapidana, namun 

terhadap yang bersangkutan mass berstatus sebagai terpidana, Sama 
hatnya dengan terpidana yang dipdana dengan pidana PeroGbaam 

meskipun secara M  yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam 

lembaga pemasyarakatan, akan tetaps statusnya tetap teipidana hingga 

mass percobaan tersebui habis sebagaimana amar putusan hakim.

2. Bahwa dalam Keputusan KPU R! Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman 
Teknis Pendaftaran, PenelUlan Persyaratan Administrasi Galon., dan 

Penetapan Pasangan Galon dalam Pemiiihan Gubemur dan Wakii Gubenrur, 
Bupati dan Wak« Bupati, Berts Walikota dan Wakii Wstfkota Hal. 97 angka 11 
huruf a dmiur sebagai berikut:
.... KPU Kabupaten/Kota memastikan ancaman pidana yang dskenakan 
kepade talon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebui dalam putusan 
yang memperoieh kakuatan hukum tetap, berdasarkan has?! pemeriksaan 
tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan
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pidana di bawab 5 (iima} tahun, maka caion tersebut tidak dipersyaratkan 

jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dan masa tahanan. Frasa sejak bebas dari 

masa tahanan juga berarti telah bebas sebagai narapidana, bebas bersyarat,

dan juga mef̂ stani hukuman dengan masa pereobaan sebagimana p tisan  

MK Ri Nomor 132/PHPBUP-XIX/2021 sebagaimarta telah diterangkan pada 

angka 1 di atas;
3. Bahwa adaptm mengenai dai pemohon yang menyatakan KUHF Pasai 14c 

ayat (3) mempertegas bahwa “hukuman percobaan tidak boieh mengurangi 
kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpofitik" bertentangan dengan 

asas preferensi hukum “Lex specialis derogat legi generalf (bahwa hukum 

yang berslfet khusus mengesamplngkan hukum yang bersifet umum) bahwa

8.

Undaog-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupafcan Uodang-Undang yang 
bersifat khusus mengatur teniang kepemiluan. (Vide: Bukti T-4).

Bahwa mengsnai alasan permohonan pada angka 9, perfu Termohon 

sampaikan meogenai template pengumuman telah sesuai dengan template dan 

KPU Ri dan Termohon tidak memiliki kewajiban mengumumkan jenis tindak 
pidana Bakal caion Bupati dan Wakil Bupati yang Tidak Memenuhi Syarat. 

Justru jma Termohon mengumumkan jenis Tindak pidana Bakal Caion 

dihawatirkan menyebariuaskan dan akan mengganggu kehormaian Bakal Caion 

Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat pada masa pendaftaran;
9. Bahwa mengenai alasan permohonan pada angka 11, yang pada pokoknya 

menyatakan Pemohon berdasarkan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak 

pifihnya.

Jawaban:

Bahwa Mahkamah Koostitusl metakii putusan MK RI Nomor $4/PUU-XKH/2024

pemah mernutuskan menolak permohonan pemohon Adrtya Anugrah Moha, 

S.Ked untuk memberikan pengecualian terhadap caion yang terpidana dengan 

ancaman 5 tahun atau iebih namun tidak di cabut hak politiknya oleh sebuah 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat mencaionkan 
diri sebagai Gubemur, Bupati dan Waii Kota sebagai berikut: [3.11.5] 

....Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon yang memohon agar masa 
tunggu 5 (Urns) tahun dapat dikeeuellkan terhadap terpWena yang tidak dlcabut 

hak politiknya oteh putusan pengadilan, sekalipun tindak pidana yang telah 
terbukti dilakukan oleh terpidana dtencam pidana 5 (lima) tahun atau leblh 

adaiah hal yang tidak berdasar, karena msnurut mahkamah p&rsoaiannya bukan 
pada dapat digantrkanya masa tunggu 5 (lima) tahun dengan tidak dicabutnya 
hak polrtfk dengan alasan “seofah-ofah pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan
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dapat dikaiegohkan sebagai perbueian pidana yang tidak berat sehlngga tidak 

reievan untuk dibedakukan masa tunggu 5 tahun, Menurut Mahkamah dafif 

pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menilai kembali putusan MK 

nomor 56/PUU-XVH/2019, fanggai 11 December 2019, dengaft menghttengkan 

syarat “m asa tunggu 5 tahun bags ierpidana yang tidak dicabui hak poiitiknya 

oieh pengadiian, meskipun teiah terbukti meiakukan tindak pidana yang dianoam 

dengan pkfana 5 tahun atau iabilf adalah tidak beraiasan menurut hokum;

10, Bahwa mengenai alasan permohonan pada angka 12, bahwa sural keterangan 

Tidak Pemah Sebagai Terpidana Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto 

merupakan dokumen yang sah yang menerangkan bahwa calon tidak pemah

kekuatan hokum tetap karena meiakukan tindak pidana yang di ancam dengan 

pidana 5 tahun atau tebih, Namun berdasarkan Keputusan KPU Ri No, 1229 

Bab iV huruf A angka 3 sdafam fmf iardapai karaguan iarhadap k&barmran 

persyaratan admmMrasi eaten .... KPU Kabupaten/Kota meiakukan k'anfikasi 

kepada partai poiitik peserta pemifu atau gabungan partai poiitik peserta pemilu, 
calon yang bersangkutan dan/atau intansi yang berwewenang”. (Vide: Bukti T-

$>.
Bahwa seteiah memperhatikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. 

SKGK/Yanmin/43771A/!!i/2Q24/!nteikam/Resta Gtlo Kota yang bersangkutan 

melanggar pasai 375 KUHP jo. Basal 55 ayat (1) ke-i KUHP pada tahun 2023, 

Putusan MA Ri nomor 327 K/Pid/2024 bahwa yang bersangkutan dipidana 

penlara seiama 8 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah 

dijalani, maka Termohon pada tanggai 4 September tahun 2024 meiakukan 

ktartfikatt kepada Pengadiian Hogeri Kota Gorontaio dan Pengadiian Negeri 

Umboto dengan hasil kiarifikasi sebagai behkyt: (Vide: Bukti T-S)

1. Pengadiian Negeri Kota

a, Bahwa denar dokumen dikefuarkan oleh PM Gorontaio;

b, Dokumen menyatakan surat keterangan yang dimohonkan oieh yang 

bersangkutan;

c, Perkara a.n, Ridwan Yasin tidak pemah di register di PN Kota Gorontaio;

d Bertemw dengan pegawal kepaniteraan PH Kota Gorontaio
2. Pengadiian Negeri Umboto

a. Bahwa benar Putusan No. 1S/Pid.B/2Q23/PN Lbo diterbstkan oieh 

pengadiian negeri fimboto; (Vide: Bukti T=F>,

b. Bahwa berdasarkan salinan putusan MA, nama Ridwan Yasin dipidana 

Pen'fara seiama 8 Bulan dengan penntah pidana tidak usah dilaian'u kecuaii
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dikemudian had ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan 

terpidana mefakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 

selama 1 tahun;

e. Bahwa yang menertma adalah paniteta muda hokum am, Baud Mustafa 

Oiks, S.H iefab di tanda tangani dan dl cap.

11 Bahwa mengenai alasan permohonan pemohon surat keterangan pengadilan 

yang dikeluarkan oteh Pengadilan Negeb Kota adaiah SAH karana dStetearkan 

oieh lembaga yang feerweweoang dibenarkan oleh Termobon merupakan 

dokumen yang Sah, namun menurut termobon Belum Benar berdasarkan 

berdasarkan Surat SKCK Pemohon, hast! klarifikasi kepada Pengadilan Negeri 

Urnbotp dan buktt sebagaimana temptran Wmbauaft Bawaslu tebuM ten  

Gorontalo Utara Nomor 64/PU 0Q 02/m m Q 24: <Vlde: Bukti T-8),

12. Bahwa mencermati alasan permohonan Pemohon pada angka 14 s.d. angka 16 

jawaban termohoo adaiah sebagai benkut:

1. Tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telab 

memperoieh kekuatan hukum tetap karana mefakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana p&njara 5 tahun atau iebih* Hawaii iarhadap 

terpktem yam  rmktkukm tmdak p k k m  keafpam a im  tindak p k k m  potitik 

datam pengertian suatu perbuatan yang dmyatakan sebagai tindak pidana 

S daiam hukum positif hanya karena pefakunya mempunyat pandangan poiitik

'  yang b&rb&da d&ngan mzim yang mdang b&rkuasa, bmgi mantan iorpidana,

teiah meiewati jangka waktu 5 tahun seteiah mantan terpidana selesai 

menjaiani pidana panjara berdasarkan putusan pengadilan yang teiah 

memperoieh kekuatan hukum tetap dan sacara jujur atau terbuka 

mengwmtmkm rm ngm ai later M akm g ja ti dkmya mbagai mantan 

terpidana, dan bukan sebagai peiaku kejahaian yang bemtang-uiang,

Bahwa penafsiran mengenai rumusan Pasai 7 ayat (2) huruf g Undang- 

undang R! Nomor 10 tahun 2016 tentang Rsmbahan Ksdua atas Unhang- 

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiliban 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Mahkamah 

Konatftuei Rl eebetutoya teiah menerangkan metaM putusan Nomor 
132/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

a. [3.15}.... Mahkamah perlu menegaskan kembalibahwa3seiesai menjaiani

pidana penjara" yang dfmakaud pada putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 56/PUU-XVII/2019 adaiah seorang terpidana yang teiah menjaiani 

ptdananya sesual dengan amar putusan pengadilan, Dengan kata lain,
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bag? seorang terpkjana yang menjaiani pidana balk di daiam lembaga 

pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (dfiuar lembaga 

pemasyarakatan) hat tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan

tm m  m m  cam menjaiani prnmmya, Dengan 4m m m , Pag* mantan 

narapidana yang dibedkan pembebasan bersyarat wataupun tidak lag!

berada daiam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang 

bersangkutsn mesklpun tidak iagi naraprdana, namon terhadap yang 

bersangkuian mas? berstalus sefeagai terpidana, Sama balnya dengan 

terpidana yang dipidana dengan pidana Percobaan, meskipun secara rill 

yang bersangkuian tidak menjaiani pidana di daiam lembaga

pem asyarakatm akao fetapi Matuffwa tetap terpwana hmgga masa 

percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim; 

b, Bahwa dengan memperhatskan frasa yang di ancam dengan pidana

p&njara 5 minm mail mhirr merupakan indikator apakah seseorang calon 

peril? melewati Jangka wakiu 5 tahun atau tidak, daiam pengertian i.tu 

didapatkan pengertfan bahwa bag? calon yang di ancam 5 tahun atau febih 

bag? mantan terpidana diharuskan melewati jangka waktu 5 tahun dan bagi 

calon yangdianoam dthawan 5 tahun ttcak pemi melewati jangka waktu 5 

tahun setelah menjaiani pidana sebagaimana amar putusan hakim. Hal ini 

berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusl RI Nomor 

1 32/RHP.BuP-XiX/202l juga beriaku bagi seorang terpidana yang 

menjaiani pidana baik di daiam lembaga pemasyarakatan maupun dengan 

pembebasan bersyarat (diiuar lembaga pemasyarakatan) yang sama 

hainya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana Percobaan,

meeMpun secara rw yarw bersangkutan tidak menjaiani pidana dt daiam 

lembaga pemasyarakatan;

c. Hal ini juga telah seuai dan jelas diterangkan daiam Keputusan KPU R!

Homer 1228 tshun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran hai. 87 

angka 11 huruf a  diatur sebaga? berikut;

a) .... KPU Kabupaten/Kota memastikan ancaman pidana yang 

dikenakan kepada eaten, dengan memeriksa ancaman pidana 

iermhui daiam pirtusan yang memperoteh kekuatar? hukum map, 

berdasarkan hasH pemeriksaan tersebut, jlka yang bersangkutan 

merupakan terpidana yang di ancam dengan pidana a. dibawah 5 

(lima) tahun, maka oafon tsrsefeut tidak dipersyaralkan jeda 5 (lima) 

tahun sejak foebas dan masa tahanan;
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13, Bahwa berdasarkan jawaban sebagalmana termohon jelaskan di alas, termohon 
daiam menerapkan ketentuan perurtdang-undangan terkart dengan syarat Sakai 

Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Goroniaio Utara telah sesuai dengan

m m  d m  pdm ip  penyeteoggam an rem m t yang d ia ftif datam ra s a t 2  Undang- 

Uodang Rl Nomor 10 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua alas Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, 

Bupati dan Wallkota menjadi Undang-Undang.
PETfTiUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu

Kabupaten G ofontate U tara untuk m erp tuhkan  ry tu san  sebagw behkut:

1, Menolak Permohonan Pemohon untuk seiumhnya;

2, Menyatakan benar dan berfaku sah Berita Acara Nomor 242/PL.Q2.2- 

oA/7505/2024 tentang reneiraan rersyaratan Aammistras? rtasu Fertarttan 
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara;

3, Apabiia Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat lain mohon putusan 
yang seadii-adiinya (ex aequo et bono),

. B U K TI

1, Bukti Surat atau Tulisan

a, Menimbang, bahwa untuk manguatkan datii-dalil, Pemohon telah mengajukan 

bukti toerupa sural atau tuisan befupa fbto copy dengan mater# eukup serta 
telah d-ileges dan diban tanda P.1 sd P.23 yactu:

NO NAMA BUKTI KETERANGAN

1.

Berita Acara Komisi PamlHhan Umum 

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 

242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 
tentang Penelitian Persyaratan 

Admsnistrass Hssif Perbaskan Pasangan 

Caton Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo 
Utara, tanggai 14 September 2024;

Bukti P-1

2.

Berita Acara Nomor 229/FL.02 2- 
BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang 

Penelitian Persyaratan Administrasl Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Gorontate Utara 
Tanggai 05 September 2024;

Bukti P-2

............._ j
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3,

Pengumuman Komisi Pemiiihan Umum 

Kabupaten Gorontafo Utara Nomor: 219 

/PL02.2-Pu/7505/2024 Penerimaan 

ftfasukan Dan Tanggapan Masyarakat 

Pasangan Cason Bupati Dan Wakif Bupati 

Pada Pemiiihan Bupati Dan Wakii Bupati 

Gofontalo Utara Tahun 2024 Tanggal 14 

September 2024;

Bukii P-3

4

Surat keterangan tidak sedang dicabut 

hak piiihnya berdasarkan putusan 

pengadiian yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan pengadiian 

negeri yang wiiayah hukumnya meiiputi 

temps! tinggal caton;

Bukti P-4

5.

Surat keterangan tidak pemah sebagai 

terptdana berdasarkan putusan

ICWfr

kekuatan hukum tetap dari pengadiian 

negeri yang wsfayah hukumnya meiiputi 

fempai tinggal calon;

Bukii P-5

6,

Surat kstorangari tidak sedang dfcabut 

hak piiihnya berdasarkan putusan 

pengadiian yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dari pengadiian 

negeri yang wiiayah hukumnya meiiputi 

tempat tlnggai catorr;

Bukti P-8

1,

Surat keterangan tidak pemah melakukan

pertKiatan terceta yang ttimiktikan dengan 

surat keterangan S ta ten  kepofisian;

Bukii P-7

8.

Surat keterangan tidak sedang memiliki 

tsnggungan utang secara pemmrangan 

dan/afcau secara hadan hukum yang 

menjadi tanggungjawabnya yang 

merugikan keuangan negara;

Bukti P-8

9. Surat keterangan tidak dinyatakan paiiit: Bukti P-9

10.
Surat ianda tenma laporan kekayaan 

caion;
Bukti P-1Q
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11,

Fotokopi Ijazah pendidikan tsrakhir paling 

rendab sekoiah (anjutan tingkat atas atau 

sederaiat vana telah dileaaiisir;

Bukti P-11

12.
Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak 

atas nama cation Benar/Befum;
Bukti P-12

Tanda terima penyampaian surat

pgmbefimhum t&humn pajak 

penghasiian wajib pajak;

Bukti P-13

14.

Surat keterangan tidak mempunyai 

funggakan pajak dari kantor peiayanan 

pajak;

Bukti P -14

15, KTP-el dengan NIK; Bukti P-15

16.

Naskah visi, mist, dan program Pasangan

Calon telah# sesual dengan. Rencsna 

Pembangunsn Jangka Panjang (RPJP} 

Daerah:

Bukti P-16

17.
Surat keterangan sehat jasmani dan 

Rohan?;
Bukti P-17

' ' - -

18,

Fotokopi ijazah atau surat keterangan 

pengganti ijazah perguruan tinggi

Fotokopi p za h  gfa« surat keterangan 

peoggarsts ijazah perguman tinggi;

Bukti P -18

19.
:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

71/PUU-XIV/201S:
Bukti P-19

20.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

56/PUU-XVW2G19;
Bukti P-2G

21,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

132/PHP.8UP-XIX/2021;
..

Bukti P-21

22.

Keputusan Komis? Pemiiihan Umum 

nomor 1229 Tahun 2024 tentang

pedamm iakrm pendsfismn penetitian

persyaratan adminisirasi calon, dan

penetapan pasangan calon dalam 

pemiiihan Gubernur dan Wakil Gubemur-, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Waiikota 

dan Wakil Waiikota;

[
Bukti P-22

________________________
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23.
Putusan Mahkamah Agung 
Indonesia nomor 327/K/PID/2024

Bukti P-23

b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dafil-dalif, Termohon teiah mengajukan 
bukti berupa surai atau tulisan beropa foto copy dengan mafcerai cukup serta 

teiah diieges dan dlberl tanda T.1, sd T.8 yaitu:

NO NAMA BUKT! | KETERANGAN

1.
Berta Acara Nomor 211/PL02.2-1

Bukti T-1
BA/7505/2024; t

2.

Surat pengantar pemeriksaen kesehatan 

dengan Nomor 299/PL02.2- 
SD/7505/2/2024;

Buktf T-2

3.
Berta Acara Kiarifikasi tanggai 14 
September 2024;

Bukti T-3

4. Bukti Tangkapan Layar di Aplikasi Silon; Bukti T-4

5.
Surat keterangan Tidak Parnah Sebagai 
Terpidana Nomor 

405/SK/HK/G8/2024/PN Gto;

Bukti T-5

6.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Nomor $KCKfYanmin/4377l/Viii/2024/ 

Intelkam/Resta Gilo Kota;

Bukti T-6

7.
Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 

1&Pjd.B&023/PN Lbo;
Bukti T-7

8.
Surat Bawastu Kabupaten Gorontaio 

Utara Nomor 64/PM.00.02/K/09/2024.
Bukti T-8

2. Ksterangan Saks! dan Ketefangan Ahll

a. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Pemohon juga 
mengajukan sak$i dan ahti yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi pemohon atas nama Mohamad Siddik Nur Memberikan keterangan 
yang pada pekoknya sebagai benkut:
- Bahwa saksi ditugaskan oieh pasangan calon sebagai LO dan juga 

merangkap sebagai Admin SfLONKADA, selain itu saksi juga sebagai 
sekertans DPC Partai PDi Pshuangan;

- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggai 29 itu dokumen yang di 
upload ada dulu, terkait kebenarannya itu nanti di Verifikasi berikutnya
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- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2024 saksi 
menerima 2 (dua) BA peneiitian persyaratn administrasi caion Bupati 

dan Wakii Bupati Gorontaio Utara BA pertama khusus untuk caion 

Bupafi terkatt surat keterangan tktak pemah sebagai terpkiana 

berdasarkan putusan pengadiian yang teiah memperoieh kekuatan 

hukum tetap dari pengadiian Negeri yang wilayah hukumnya meliputi 

tempat tinggai talon berstatus benar. sementara pada BA yang kedua 

surat keterangan tersebut berstatus belum benar
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) BA yang drterima memiliki nomor 

yang sama yaitu nmor 229 akan tetapi isi iampirannya yang berbeda;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 (detepsn) September 2024 

saksi sudah meiengkapi seluaih dokumen yang dinyatakan belum 

benar oleh KPU Kabupaten Gorontaio Utara

= Bahwa saksi menerangkan untuk meiengkapi surat keterangan tidak 

pemah sebagai terpdana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah 
memperoieh kekuatan hukum tetap dari pengadiian Negeri yang 

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggai caion yang dinyatakan 

belum benar saksi menguoload SaMnan putusan dan surat keterangan 

dari rekan kami, bahwa beiiu sudah berkeordinasi dengan pihak 
kejaksaan, dan pihak kejaksaan menyampaikan bahwa mereka tidak 
oerwenang mengeiuerkan surat keterangan terpsdana;

- Bahwa saksi menerangkan f^menuhan dokumen Salinan putusan dan 
surat keterangan kejaksaan tersebut setagaimana informasi dari KPU 

mengacu pada pasal 21 PKPU 8.

2) Aim pemohon atas nama La Aba, S P<L M Pd.; MH Memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikui;

- Bahwa Ahli menerangkan culpa terjadi ketska seseorang meiakukan 

tindakan yang sshanusnya bisa drhlndari jika ia bertmdak dengan 
kehati-hatian yang wajar;

- Bahwa ahli menjelaskan tentang t̂indak pidana pofitik1 dalam 
kaitannya dengan hukum negara dan hubungan kekuasaan. Menurut 
Keteen, tindak pidana pofitik adalah tindakan krimmaf yang beftujyan 
untuk “mengubah struktur pofitik’5 atau" mengganggu stabiiitas 
kekuasaan negara' Tindak pidana politik, menurut Kelsen, dapat 
bempa pemberontakan, penghasutan dan membahayakan negara 

Pada dasamya, motif di balik tindakan ini adalah politis bukan semata- 
mata kriminal biasamenjelaskan tentang “tindak pidana pofitik’' dalam
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kaitannya dengan hukum negara dan hubungan kekuasaan. Menurut 
Keisen, tindak pidana poiitik adaiah tindakan kriminai yang bertujuan 

untuk “mengubah struktur poiitik” atau mengganggu stabilitas 

kekuasaan negara’ , Tindak pidana pemik, menurut Kelson, dapat

berupa pemberontakan, penghasutan dan membabayakan negara 

Pada dasamya, motif di baiik tindakan ini adaiah poiitis bukan semata- 

mata krimina! btasa,

Bahwa ahli menerangkan Subtansl PasaS 21 sesungguuhnya 
mengatur bahwa partai poiitik yang mengusuikan caion caion kepaia 

daerah dan caion anggota iegislatif harusiah melakukan verifikasi 

dokumen dan administrasi para caion, termasuk memastikan bahwa 

caion yang diusulkan memenuhi syarat, tidak memiliki catatan pidana 

berat, dan memenuhi ketentuan yang beriaku, termasuk soai 

keterbukaan terhadap fekam je/ak.

Bahwa Secara yuridls historis, lahimya P&aluran KPU Nomor 8 Tahun 
2024, khususnya Pasai 14 ayat (2) huruf f dan Pasai 21 huruf a dan 
huruf b daiam PKPU, adaiah bagian dari upaya panjang reformasi 

pemiki di Indonesia, Pasahps^at tm didorong deh kebutunan untuk 
meningkatkan integritas pejabai pubHk dan transparansi partai poiitik, 

serta memberikan peiuang bag! mantan terpidana yang sudah 

menjaiani hukumannya untuk kemhali berpartisipasi daiam proses 
poiitik, selama mereka memenuhi syarat yang ditetapkan. Aturan ini 
meneerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan 

pubiik daiam memastikan bahwa para caion kepaia daerah yang 

terpikh adaiah individu yang berintegrkaa dan memiiiki rekam jefak 

yang dapat dipercaya;
Menurut ahli Berdasarkan aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasai 

21. jfka ancaman hukuman bagi caion tersebut kurang dari 5 tahun, 

maka KPU seharusnya tidak memiliki alasan untuk mendiskualifikas! 
caion tersebut hanya berdasarkan vonis hukuman;

Bahwa ahii menerangkan Jika caion tersebut memang dijatuhi 
hukuman di baweh 5 tahun, dan tidak aba dasar hukum yang kyat yang 
diatur daiam PKPU untuk melarang pencaloaannya, maka mtusan 

KPU untuk tidak meioioskan caion tersebut dapat diperdebatkan 
secara hukum Caion tersebut berhak mengajukan keberatan melaiui 
mekanisme hukum, seperti menggugat keputusan KPU ke Pengadiian 
Tata Usaha Negara (PTUN) jlka merasa bahwa haknya diianggar
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Bahwa ahli menjeiaskan Jika ancaman hukuman caion tersebut hanya 

4 tahun dan la tidak menjafanl masa penahanan fislk (mlsalnya dalam 

berrtuk pidana pereobaan), maka secara hukum caion tersebut masih

memenuhi syarat berdasarkan Pasat 21 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, 
Dalam hat tni, putusan KPU untuk tidak mefoloskan caion bisa 

dipertanyakan dan dianggap tidak tepat, kecuali jika KPU memiliki 

dasar lain yang diatur dalam perundangan,

Bahwa ahli menjeiaskan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) menyebutkan 
bahwa syarat untuk men\adi caion kepala daerah yang pada pokoknya 

“tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

teteh mempunyat kekuatan hukum tetap karena metekukaf* tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (tima) tahun atau iebih, 

kecuali pemberiakuan ketentuan mantan terpidana atau narapidana 
hams atau telah 5 (lima) tahun atau fewat 5 tahun ssteiah mantan 

terpidana selesai menjalani pidananya dan secara ierbuka serta jujur 

mengumumkan kepada publlk bahwa yang bersangkutan adafah 

mantan terpidana, Latar belakang pasai ini berkaitan dengan 

semangat retermasl hukum yang mmwkankan penegakan moralltas 
dan integritas dalam potitik, Sejak Reformasl 1993, Indonesia 

berusaha memperbaiki sistem pemilu dengan memperketat 
persyaratan bagi caion anggota l&gisiatff agar mereka yang memiliki 

rekam jejak pidana, terutama yang melibatkan tindak pidana berat, 
tidak mudah untuk Ikut serta dalam pemilu;

Bahwa dalam mernutuskan perkars atau sengketa, hakim sebagai 

pemutes dalam perkara pemihan khymwya perkara persyaratan 

caion kepala daerah tidaklah serta merta diputus tanpa 
mempertimbangkan putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya 

dengan jams dan perkara yang hampir earna dengan perkara a quo. 

Hal tersebut sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
nomor 71/PUU-XIV/2016 pada bagian B Kedudukan Hukum (legal 

Standing) pemohon dalam hal ini oleh pemohon Rusli Habibie, M.AP 
yang dfwakll* kuasa hukumnya sebagaimana pada angka 8 
disampaakan terkart putusan kasasi Mahkamah Agung kepada 

pemohon melalui Pengadilan Negeri Gorontaio yang frasanya sebagai 
berikui Bahwa terhadap putusan banding pemohon bempaya mencari 

keadilan dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung 
sebagaimana rlsala pemyataan kasasi tertanggat 11 Oesember 2015
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dan memori kasasi bertanggal 21 Desember 2015 yang berdasarkan 

petikan putusan kasasi Mahkamah Agung Rf tanggat 21 Juft 2016 
dengan perkara nomor 348 K/P1D/2016 yang disampaikan meialui 

pengadwan negeri Goromafo pada tanggai 16 Agusiits 201 $ yang amar 
putusan kasasi tersebut menghukum pemohon dengan pidana penjara 

seiama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan seiama 2 (dua) tahun. 
Putusan Mahkamah sssungguhnya menjadi pedoman hagi 

penyetenggara pemilu dapat dijadikan dasar pertimbangan daiam 
memutuskan perkara a quo., yang sesunggunya penggugat mengalami 

hai yang sama dengan perkara yang diputus Mahkamah pada 
putumrmya daiam putusan nomor 7 i /PUU-XiVr2016;

- Bahwa Status Pemohon dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana 

daiam putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 sama hainya 

dengan Drs. Rush Habibie, M.AP pada saat mendaftarkan din pada 
Pemiiihan Kepala Daerah Tahun 2017 sedang menjalani Pidana 

Percobaan sampai dengan tahun 2018 berdasarkan petikan putusan 

kasasi Mahkamah Agung Rl tanggai 21 Juii 2018 dengan perkara 

nomor 340 K/PiD/2016 yang diaampaikan meialui pengadiian negeri 

Gorontato pada tanggai 16 Agustus 2016 yang amar putusan kasasi 

tersebut menghukum pemohon dengan pidana penjara seiama 1 
(satu) tahun dengan masa percobaan seiama 2 (dua) tahun sehingga 

pada tahun 2016 Drs. Rusii Habibie, M AP mengajukan uji mated 
Pasai 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiiihan Gubernur, Bupati dan 

Waiikota menjadi Undang-Undang, yang diputus Mahkamah pada 
putusannya daiam putusan nomor 71/PUU-X1V/2016 bertanggai 19 

Juii 2017.
b. Menimbang, bahwa seiain mengajukan bukti - bukti dokumen, Termohon juga 

mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut;
1) Saks Termohon atas nama radii Toma Memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sebagai admin siion itu mengbubungi LO apabiia ada 

berkasHberkas yang masih kurang disaat pendaftaran kite akan 

komunikasikan dengan mereka meialui via telephone karena jika kita
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menyuratl mereka mungkin waktunya agak lama jadi kita langsung 

menghubungi LO via telephone:
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggai 5 September 2024 saksl 

menyerahkan Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 kepada 
LO Pemohon dengan Iampiran yang menerangkan Sudah Benar 

namun sesaat setelah itu atau tidak lama kemudian saksi menyadari 
kekeiruanya kemudian mengganti dengan Iampiran Benia Acara yang 

menerangkan Belurn Memenuhi Syarat sesuai sebagaimana yang 
telah ada pada catatan Silon sebelumnya;

- Bahwa pada tanggai 8 September 2024 Pemohon melalui LO Partai 

roktfk metakukan perbamm dromon yang masih betum benar 
sebagaimana catatan dalam Silon dan memasukfcan salinan Putusan 

Pengadiian Tinggi Gorontaio sebagaimana ketentuan Pasal 21 PKPU 
Nomor 8 Tahun 2024;

- Bahwa pada tanggai 14 September 2024 melalui Berita Acara No. 
242/Pl, 02,2-BA/7505/2024 yang menerangkan Pemohon Tidak 
memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan menerangkan Calon Wakil 

Bupati Telah Memenuhi Syarat;

- Bahwa selaln pada BA No. 242/PL.02 2-BA/75Q5/2024 dalam catatan 

Silon juga telah dibehkan catatan Pemohon Calon Bupati a.n. Ridwan 
Yasm Tidak Memenuhi Syarat karena Surat Keterangan Pengadiian 

Negeb Kota Gorontaio yang menyatakan Bakal Calon Ridwan Yasln 
tidak pemah dipidana dengan pidana penjara yang diancam 5 tahun 

atau lebih, berdasarkan Berita Acara Klarifikasi kepada Pengadiian 

Negeri Limboto pada tanggai 4 September 2024, Iampiran Himbauan 
Bawaslu Kabupaten Gorontaio Utara No. 64/PM.00.02/K/03/2Q24 
tangga! 5 September 2024 menerangkan saudara Ridwan Yasin 

dipidana Penjara 6 imam) buian dengan penman pidana tersebut 

tidak usah dljalani, kecuall di kemudian ban ada putusan hakim yang 
menentukan fain, disebabkan karena terpidana meiakukan suatu 

tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 tahun.
2) Saks! Termohon etas name Musiukum Tondake Memfoeriken keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas membantu segaia administrasi yang berkaitan 
dengan surai menyurat dan administrasi lain dalam kerja-kerja Admin 
Silon KPU Kabupaten Gorontaio Utara;
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- Bahwa saksi menerangkan komunikasi akan perbaikan dokumen 

syarat calon dikomunikasikan melalul dua media yakni rmlalul Siion 
kepada LO Partai Poiitik, melalui meja layanan {Helpdesk) KPU 

Kabupaten Gorontaio Utara dan menghubungi aeoara fangsung via 
telepon kepada LO atau Admin Siion Partai Poiitik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesalahan pemberian atau 
pengganilan BA Nomor 22&/PL 02 2-SA//505/2024 pada tanggal 5 

September 2024;
- Bahwa saksi menerangkan setiap pengambHan keputusan berkaitan 

dengan syarat calon seiaiu dikomunikasikan kepada Ketua dan 

Anggota KPU Kabupateo Gorontaio Utara;

- Saksi menerangkan setiap mengambii keputusan dan memberikan 

Catalan beSum benar pada Siion dan berita acara merupakan 
kewenangan pimploan KPU Kabupaten Gorontaio utara dan saksi 
bersama saudara Fadii Tuina sebagal Admin Siion hanyaiah sebagai 

Peiaksana Teknis pada Dm si Teknis KPU Kabupaten Gorontaio Utara.
3, Lembaga Pemberi Keterangan

Majdts Mtrayawarah Bawasfu Kabupaten Gorontaio Utara 
Lembaga Pemben Keterangan dan Pusat Kajian Hukum Pidana Provinsi

Gorontaio Dr. Apriyanto Nusa, SH, MH pada pokoknya, memberikan keterangan

sebagai berikut

1} Sstiiah terpidana dan narapidana merupakan terminology yuridis yang 
terpisah dan berdiri sendiri. Definisi terpidana memjuk pada Pasal 1 angka 

32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

yang menyebutkan bahwa terpidana adatab seseorang yang dfpfdana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hukum
tetap. Sementara definssi narapidana disebutkan dalam Pasa! 1 angka 6
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemaeyarakatan yang 
menyebutkan bahwa narapidana adaiah terpidana yang sedang menjaiani 
pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati 
yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani
pembimm dt lembaga pemasyarskaten;

2) Berdasarkan definisi yang berdiri sendiri tersebut, maka seorang terpidana 

adaiah subjek hukum yang terdapat daiam putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. Sementara sprang narapidana adaiah subjek 
hukum yang menjalani pidana seteiah adanya putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap:
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3} Dari dua (2) definisi yang berbeda dan berdiri sendiri di alas, maka seorang 

terpidana tidak mutatls mutandis menjadi seorang narapidana. Namur? 

seorang narapidana syaratnya harus seorang terpidana ditambah syarat 

dokumen etemmtstrasi immya berupa salmao mm peSikan putusan 

pengadUan yang telah berkekuatan hokum tetap, herite acara pelaksanaan 

putusan; dan berita acara serah terima narapidana sebagaimana yang 
diatur daiam Fasai 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Pemasyarakatan Dokumen;
4) Seorang yang dijatuhi pidana bersyarat atau yang sering disebut dengan 

pidana percobaan secara yuridis status hukumnya sebagai terpidana dan 

tidak befstetus sebaga? naraptdans sekaMpun telah aba putusan peogadHan 
yang berkekuatan hokum tetap. Sebagalmana definisi narapidana daiam 

Pasa! 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana adaiah terpidana 

yang sedang menjalani pidana penjara. Pengaturan tersebui berbeda 
dengan konsep pengaturan pidana bersyarat/ percobaan dimana seseorang 

yang dipidana tidak menjalani pidana penjara selama masa percobaan yang 

dkentukan oteh hakim daiam putusannya;
5) Pengaturan ntengenal pidana bersyarat/ percobaan diatur daiam Pasa! 14a 

ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: “Apabiia hakim menjatuhkan 
pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana 

kuasngan pengganti maka daiam putusannya hakim dapat memerintahkan 
pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dlkemudian hari ada 

putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana 
melakukan suaiu tindak pidana sebetum masa percobaan yang ditentukan 

daiam perirftah tersebut di atas habis, atau karena d! terpidana selama masa 
percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain 

daiam perintah itu55;
6) Seseorang yang menjalani pidana/ hukuman di daiam lembaga 

pemasyarakatan seisin disebut sebagai narapidana dapat pula disebut 

sebagai mantan terpidana. Dan ini pula memberikan pemaknaan yang 
berbeda dengan iststah mantan narapidana. Bag! seseorang yang telah 
selesai menjalani pidana/ hukuman di daiam lembaga pemasyarakatan, ia 

tidak bisa disebut sebagai mantan terpidana, melainkan harus disebut 
sebagai mantan narapidana. Untuk mantan terpidana itu hanya bisa 
digunakan untuk seseorang yang sedang menjalani pidana/ hukuman di
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daiam tembaga pemasyarakatan atau terhadap seseorang yang selesai 

menjalani masa pidana bersayarat atau pidana percobaan;

7) Persyaratan caion kepala daerah disebuikan daiam Pasal 7 ayat 2 Undang-

utang Nomor 10 T a ta  2010 rentbata kedua alas Undang-uodang 
Nomor 1 T a ta  2015 tentang Penetapan Peraturan Pemertntah Penggant? 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiiihan Gubernur, Bupati, 

dan walikota menjadi Undang-undang,

8} Salah satu persyaratan calon kepala daerah daiam Pasal 7 ayat (2} UU 

aquo yaitu tidak pemah sebagai terpidana bardasarkan putusan pengadiian 

yang teiah memperoieh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana 

teiah seoara terbuka dan Mur mengemukakan kepada pubNc bahwa yang 
berssngkutan mantan terpidana (Rasa! 7 ayat 2 huruf g). Terhadap 

ketentuan ini teiah mengaiami perubahan pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 71/PUU-XM2018, dimana daiam amar putusan 

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa: “menyatakan Pasal 7 ayat (2) 

huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemermtah renggand Undang-undang Nomor 1 T a ta  2014 tentang 
Pemiiihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang 

. (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
.Jjp Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5896} bertentangan dengan

' Undang-undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat seeara bersyarat sepanjang frasa 

“tidak pemah sebagai terpidanaberdasarkan putusan pengadiian yang teiah 

mempefoteh kekuatan hukum tetap* daiam norma Undang-undang a quo 

tidak dimaknai "tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan 
pengadiian yang teiah memperoieh kekuatan hukum tetap karena 

meiakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (iima) 

tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang meiakukan tindak pidana 
keaipaan dan tindak pidana pofftfk daiam pengertian suatu perbuatan yang 

dinyatakan sebagai tindak pidana daiam hukum positif hanya karena 
peiakunya mempunyai pandangan poirtik yang berbeda dengan rezim yang 

sedang berkuasa". Sehtngga pasal a  quo selengkapnya adalah: "tidak 
pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah 
memperoieh kekuatan hukum tetap karena meiakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuaii terhadap 
terpidana yang meiakukan tindak pidana keaipaan dan tindak pidana politik
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daiam pengertlan suaiu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana 

daiam hukum posit# hanya kamna peiakunya mempunyai pandangan poiitik 

yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan 

♦erpidana teiah secern tefteuka dan jitfur mengemukakan kepada puoiik 

bahwa yang bersangkutan mantan terptdana”;

9} Persyaratan caion kepaia daerah juga di ataur daiam Peraturan Komisi 

Pemifihan Umum {PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencaionan 

Gubemur dan Wakil G ui^nur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wailkoia dan 

Wakil Wallkota, dimana salah satunya Pasal 14 ayat 2 huruf f menyebutkan 

bahwa: “Caion Gubemur dan Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Wakil 

Bupati serta Calon WaHkota dan Wakil Wallkota sebagatman dtmaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai henkut: "tidak pemah 

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah memperoieh 

kekuatan hukum tetap kamna meiakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana 

yang meiakukan tindak pidana keafpaan dan tindak pidana poiitik daiam 

pengsrtian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana daiam 

hukum po$m hanya karena peiakunya mempunyai pandangan poHtik yang 

^  berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, teiah 

meiewati jangka waktu 5 (iima) tahun seteiah mantan terpidana seiesai 

manjaiani pidana i^njara berdasarkan putusan pengadiian yang laiah 

memperoieh kekuatan kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terfeuka 

mengumymkan mengenai later belakang jet? dirinya sebagai mantan 

terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-uiang”;

10) Sefeetumnya teiah ahti jelaskan bahwa teteoraog yang dipidana bersayarai/ 

percobaan status hukumnya adaiah sebagai terpidana, Dan tidak bisa 

disebut sebagai narapidana karena ia tidak menjaiani masa hukuman. 

Dengan demikian terhadap ta s a  “bagi mantan terpidana* sebagaimana 

dimaksud daiam Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komis! Pemillhan 

Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencaionan Gubemur dan 

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakii Bupati, serta Waiikota dan Wakil 

Wallkota, tidak btsa drtujukan kepada seseorang yang berststes sebagai 
terpidana bersyarat/ pidana percobaan- Yang pula memberikan implikasi 

hukum bahw3 bagi seorang terpidana yang dipidana bersyarat/ pidana 

percobaan tidak harus menunggu seiesai menjafani masa percobaan,

11} Pasal 21 Peraturan Komisi Pemillhan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Pencaionan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
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Bupati, serta Waiikota dan Wakil Waiikota, menyebutkan bahwa: "Calon 

dengan status terpidana atau mantan terpidana yang meiakukan tindak 

pidana kealpaanatau tindak pidana poiitik sebagaimana dimaksud daiam 

Pasai 14 ayat {2} huruf f hams menyertakan;
a. Saiinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap; dan
b, Surat keterangan dari kejaksaan yang manarangkan bahwa yang 

bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau 
tindak pidana poiitik berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap”*
12} Dart frees: "cakm dengan status terpidana3 deism Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencaionan 

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waiikota dan 

Wakil Waikoia, harus dimaknai calon dengan status hukum pidana 

bersyarat atau pktana percobaan yang sedang menjaiani masa percobaan 
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

13) Sudah menjadi kaidah bahwa ketika meiakukan penafsiran terhadap 

Peraturan Perundang-undangan, jma berakifeat hitangnyanya hak asasi 

warga negara maka terhadap peraturan perundang-undangan tersebut 

harus ditafsir secara sempit, bila berhubungan dengan pemenuhan hak 
asasi maka terhadap peraturan perundang-undangan tersebut harus ditafsir 

secara luas.
Dari penjeiasan kaidah tersebut, maka terhadap frasa: ‘bagi mantan 

terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (Sima) tahun setelah mantan 

terpidana setesai mer̂ atarw pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan kekuatan hukum tetap". Hams 

ditafsir secara sempit khusus bagi mantan terpidana, dan tidak ditafsir luas 

kapada terpidana bersyarat/ percobaan yang sedang menjaiani masa 
percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap;
14) Ferampasan hak warga negara hanya bisa dieabut dengan Undang-undang 

dan bykan dengan penafeiran. Penafskan tidak bisa dwimakan untuk 
mengisi kekosongan norma Kekosongan norma hanya blsa dilakukan 

dengan pembentukan norma yang dilakukan oleh pembentuk Undang- 

undang (DPR dan Presided) yang merupakan refresentasi dari dauiat 

rakyat
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D. KESIMPULAN PEMOHON

Menlmbang, bahwa seteiah Pemohon mengikutr seiuruh proses musyawarah 

penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan

kesimpufan, pada tanggal 30 September 2024, guna menradi bahan pertlmbangan 

dan penguat keyaksnan majelis musyawarah dalam mengambU dan membenkan 

putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini:

Bahwa seteiah meiahil proses yang drawall dengan musyawarah tertutup, pada 

tanggal 22 September 2024 tidak mendapatkan kesepakatan bersama antara 

Pemohon dan Termohon, Kemudien musyawarah tertutup dflanjutkan pada tanggal 

23 September 2024 masih tetap tidak mendapatkan kesepakatan bersama antara 

Pemohon dan Termohon 4m  akhimya dtianjutkan dengan siding mtrsyawarah 

terbuka yartu pada tanggal 24 September 2024 dengan agenda Pembacaan Surat 

Permohonan oieh Pemohon. Kemudiaan pada tanggal 25 September 2024 sidang 

diianjutkan mendengarkan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, 

Pada tanggl 28 September 2024 musyawarah terbuka diianjutkan dengan

pembuktian oleh Pemohon yang menghadirkan 1 (satu) Saksi Operator Siton atas 

nama Moh. Sidik Nur dimana yang bersangkutan merupakan Sekretaris DPC PD1 

Perjuangan Kabupaten Gorontaio Ufam dan juga Pemohon menghadfft.au 1 (satu) 

Ahli dari Lembaga Konsultan Pendldikan Kaiesangi di Gorontaio atas nama La 

Aba, S.Pd., M.Pd,, M.H. selanjutnya pada tanggal 2? September 2024 musyawarah 

terbuka danjutkan dengan oembuktian oleh Termohon dengan mengajukan bukti 

surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi atas nama Fadii Tuina yang merupakan 

Operator Sifon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontaio Utara dan saksi kedua 

atas nama Muslukum Tondako yang merupakan staf Operator Siion Komisi 

rem ihaff Umum (KPU) Gorontaio Utara. Bahwa tarhadap Proses refrrwhonan 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakii Bupati Kabupaten Gorontaio 

Utara. Terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontaio Utara 

Nomor 242/PL.02.2=BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang PensMan Persyaratan 

Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Galon Bupati dan Wakii Bupati Gorontaio 

Utara. tanggal 14 September 2024 yang dlawal! dari musyawarah tertutup sampal 

dengan tahapan pembuktian pada agenda musyawarah secara terbuka, dengan ini 

Pemohon menyampaikan Kewmpuion guna rnenjadi bahan pertlmbangan dan 

penguat keyakinan Majeks Musyawarah dalam mertgambk dan memberikan 

putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. sahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) bumf F Paraturan Komisi Pemilihan umum 

Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubemur Ban WakM Gubemur, Bupati 

Dan Wakii Bupati, Serta Wafikota Dan Wakii Walikota menyatakan bahwa:
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“tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang teiah 

memperoieh kekuatan hukum tetap karena mefakukan tindak pidana yang 

disnoam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau labih, kecuali terhadap 

terpidana yang mefakukan tindak pidana kaafpaan atau tindak pidana poktik 

dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana 

dalam hukum positif hanya karena petakunya mempunyai pandangan potitik 

yang b&rb&da d&ngan r&zim yang s&dang b&rkuaaa, bagi mantan t&rpidana, 

teiah meiewati jangka waktu 5 (lima) tahun seteiah mantan terpidana seiesai 

menjaiani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang teiah 

memperoieh kekuatan hukum tetap dan seoara jujur atau terbuka 

mengumumkm mengenai later belakang jati dkmya sebagai mantan terpidana, 

den taken sebegei peieku kejeheian yang benjfang-uleng, *

Rumusan pasai sebagaimana dimaksud di aias didasarkan pada Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 7i/Plftj=XM2Di6. Putusan irri iahir atas up materi 

terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

UndengUndartg Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan WaSkota menjadi Undang-Undang, yang diajukan oleh Drs RusR 
Habibie, M.AP,

Sebagai dasar diajukannya Uji Materi tersebut antara lain sebagaimana yang 
terdapat pada halaman 5 angka 8, % 10 adaiah sebagai benkufc 

“angka 8: bahwa terhadap putusan banding, Pemohon berupaya rmncari 

keadiian dengan mangajukan Kasasi ka Mahkamah Agung, 

sebagaimana risalah Pemyataan Kasasi bertanggal 11 Desember

2015 dm Memori Kasasi bertanggal 21 Desember 2015, yang 

berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamaah Agung tanggal 21 Juli

2016 dengan perkara Nomor 348 K/PiD/2016 yang disampaikan 

m&faiui P&ngadHan N&g&h Gorontalo tanggal 16 Agustus 2016, amar 

putusan Kasasi tersebut menghukum Pemohon dengan pidana 

penjara salama 1 (satu) tahun, dengan mesa parcobaan seiama 2 

(due) tahun”

“angka 9: bahwa semula, bardasarkm Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 

42/PUU-XUI/2Q15, tertanggal 9 Juli 2015, yang menyatakan Pasai 7 

huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 inkonstitusioanl bersyarat, 

Pemohon yang pemah dkfakwa tas tuduhan m&ianggar Pasai 317 

ayat (1) KUHP dengan anoaman pemindanaan kurang dan 5 (lima)
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tahun tersebut masih dapat mencalonkan dm untuk satu kali periode 

fagi,

“angka 10: bahwa namun demikian, dengan diberlakukannya ketentuan Pasai 1

ayat (2) huruf g UU rmada, Hak KomtHummi Pemohon impotmsf 

terhaiang untuk map* meneatonkan did danfatau dipMih menjadi 

Kepaia Daerah, oleh karena frasa;* .... Karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan p&njara 5 (lima) tahun atau iebih” yang 

semula terdapat daiam Pasai 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 

menjadi dihapus atau ditiadakan daiam Pasai 7 huruf g UU Pifkada 

yang dimohonkan pengajuannya seat ini,”

Setenjumya hafcaroan 6 angka 11 menyatakan sebagai benkyt 
"angka 11: Bahwa pemberiakukan norma Pasai 1 ayat (2j  bumf g UU PUkada 

telah memperiuas cakupan tindak pidana, yang semula dibatasi 

hanya terhadap parhuatan pidana yang diancam dangan panjaran 

lima tahun atau lebih diubah menjadi seluruh tindak pidana," 
Kemudian pada haiaman 6 angka 12 menyatakan sebagai berikut:

“angka 12: Bahwa meskipun daiam Pasai 7 ayat (2) huruf g UU PUkada masih 

irndapaty mm bagi mantan terpidana meant farbuka dan

jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkuian 

mantan terpida* daiam daiam penjelasan Pasai 7 ayat (2) hunjf g 

UU PUkada dmabuikan bahwa yang dkaaksub dangan 'mantan 

terpidana” adaiah orang yang sudah tidak ada hubungan balk teknis 

(pidana) maupun administrative dangan Mantan yang 

menyalenggarakan urusan pemerintahan di bibang hukum dan hak 

asam mamma, kamtam mantan iemdma bender nerkobe dan 

terpibana kejahatan seksuai terhadap anak* namun frasa "tidak 

pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

tsfah m&mpsrcmh ksku&tan hukum tatap', yang dib&dakukan 

terhadap seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai dengan 

pidana barat secara fuas tersebut berpetansi disaiahgunakan 

danfatau dijadikan pintu masuk lawan poiitik untuk manjegai 

mmofmtg makt, hanya dengan memperlwakan peeaingnya aim  

dasr tuduhan iindaj pidana ringan, yang pada akhimya menimbulkan 

ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstiiusioanl seseorang

uTnuK utpiffif.
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Selanjutnya Hataman 187-188 menyatakan pragraf 2 menyatakan sebagai 

benkut:
“bagaimana Mahkamah harus menafsirkan karena Unbang-Undang Pasal 7 ayat

{2} huruf g UU Pmada Hu gum menifm km^HummfHasnya sebemikm rupa 

sehingga, disaiu pihak, Mahkamah tetap metaksanakan fungsi sebagai pengawal 

kosntitusi yang harus meiindungt hak-hak konststusionaf warga negara, dipihak 

min tanpa rrmmmpaui batss-baias ja ti dihnya s&bagaimana termaksud da'mm 

kewenangan yang dibehkan oleh Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dalam 

mefaksankan fungsi itu. Dalam kasus a quo, tidak terbapat jafan lain kecuaiii 

mendessrkan pendapatnya pada partimbangan Mahkamah dalam putusan 

mMumnye terhedap normmJndeng-Unmng yang dkvmusken oleh pembentuk 

Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 

42/PUU-XIII/2015. Bahwa frasa "tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang tafah mamperoieh kekuatan hukum tetap" adalah 

bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai “tidak pemah sebagai 

terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang teiah memperoieh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan Tindakan pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 5 {M e; tahun atm ’mbfhs keouak karean melakukan hndak pidana 

kealpaan dan tindak pidana poiitik dalam pengertian suatu perbuaian yang 

dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positsfhanya karena peiakunya 

m&mpurryai pandangan poiitik yang b&rbeda dengan rezim yang s&dang 

berkuasa ” sedangkan frasa ‘atau bagi mantan terpidana teiah secara terbuka dan 

jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan ierpidan” 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU PHkada tersebut tetap bertaku, Dengan 

demikm, balk Pemohon mparmng berkenem dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g 

UU Pifkada adalah beralasan hukum*

Atas dasar uralan di atas sudah jeias dan tegas teiah dinyatakan daiam ketentuan
sahagatmans dimaksud sshinggs tidak party drfsfsirkan lagi oleh Termohon 

karena pembuat Undang-Undang telah merumuskan dengan jeias berkaltan 
dengan masaiah pemohan. Dengan demMan Pemohon memenuhi syarat 

sebagai caion Kepala Daerah dalam Pemiiihan Kepala Daerah di Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2024,
Bahwa terhadap status Pemohon yang dijatuhi hukuman pereobaan 
sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 sama 

hainya dengan Drs, Rusli Habibie, M.AP pada saat mendaftarkan diri pada
Pemiiihan Kepala Daerah Tahun 2017 sedan© menjalanl Pidana Pereobaan 

sampat dengan tahun 2018 sehingga pada tahun 2016 Drs, Rusii Habibie, M.AP
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mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Kedua atas UndanaUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemtithan Gufeermr, Bupati dan Waiikota menjadi Undang-Undang karena 

berpotensl menjadi kendaia dan menghafangi pencalonan yang becsangkotan 

(Drs. Rusii Habibie, M.AP ).
2. Bahwa daiam Reputusan Komtsi Pemiiihan limum Pepublik Indonesia Nomor 

1229 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Peneiittan Persyaratan 
Administrasi Caion, Dan Penetapan Pasangan Caion Daiam Pemiiihan Gubernur 

Dan Wakii Gubernur, Bupati Dan Wakii Bupati, Serta Waiikota

Dan Wakii Waiikota bateman 9? angka 11 huruf a dan b dtatur sebagai berikut. 

*KPU Previns: dm KPU Kabupaten/Koia memastikan ancaman pidana yang 

dikenakan kepada caion, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut daiam 

putusan yang memperoieh kekuatan hukum tetap, Berdasarkan hast! 

pemeriksaan tersebut jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang 

diancam dengan pidana:

“huruf a: di bawah 5 (lima) tahun, maka Caion tersebut tidak dipersyaratkar, jeda

5 (mm) imnm sejek bmm dm  masa iehmm; atm  

“huruf b: 5 (lima} Mum atau lehik, maka Caion tersebut dmaiibkan telah 

melewatt masa jeda 5 (lima) tahun sejak betas dan masa tahanan 

smnpm dengan penetapan Pasangan caion. *

Jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitus? Nomor 132/PHP.BUP- 
XiX/2021 halaman 159 angka 2 paragraf 3 dan halaman 180 paragraf 1 yang 

menyatakan sebagai berikut;
"angka 2: B&hwa mbemmye secern bgaMm permaim mi dapat dijawat

dengan menggunakan defmisi atas dua hat yaiiu: (1) Terpidana: dan

(2) Menjalani pidana penjara.

Berdasarkan Pasai i  angka 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

Terpidana adaiah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadiian 

yang memperoieh kekuatan hukum tetap■' Dengan demikian, Terpidana adaiah 

sebutan umum bagi orang yang oleh putusan pengadiian yang telah 

mempemteh kekuatan hukum Map dijatuhi pidana. Sadangkan berdasarkan 

Pasai 10 KUHP, pidam (pokokI terdiri atas pidana mad. pidana penjara, 

kurungan dan denda. Dengan demikian, seorang Terpidana helum tentu orang 

yeng dSatuhi pidana penjara, ieiepi seorang yang dtjabuhi pidana penjara 

dengan putusan yang memperoieh kekuatan hukum tetap, sudah pasti 

merupakan Terpidana. Sementara Hu; dimaksud menjalani pidana penjara
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adaiah menjalani pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara, yang 

orangnya disebut Narapidana, Berdasarkan Pasai 1 angka 1 UU No, 12 Tahun 

1995 tersebut Narapidana adaiah “Terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lapae* Dengan demman, Terpidana yang menjaiani pidana 

penjara atau kumngan di Lembaga Pemasyamkatan (LAPAS) adaiah 

Narapidana. Oleh karena Hu, dimaksud ‘‘menjalanipidana penjara” dalam Pasai 

7 ayat (2) huntfg UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 sebagai UU, harus 

diartikan menjaiani pidana hilang kemerdekaan berupa pidana penjara di Lapas. 

Sedangkan saat dimana Terpidana menjalani pidana pembebasan bersyarat 

sebsgmmam dimaksud daiam Pasai 15 ayat {1} KUNP, tidak dapat dipandang 

saat menjaiani pidana penjara. Dengan kata tain, sesecrang yang menjaiani 

pidana pembebasan bersyarat, bukan Narapidana, dan karenanya masa yang 

bersangkutan m&njafaninya tidak dihitung masa menjalani pidana penjara. Hal 

ini sejalan dengan ketentuan Pasai 15b ayat (2) KUHP yang menentukan: 

Mwaktu selama Terpidana dtbebaskan bersyarat sampai menjaiani pidananya 

lagi, tidak termasuk waktu pidananya"

Pada ptrtusan Mabkamah Konatkust Nomor 132/PBP, Biir-XiX/2021 hataman

161 angka 4 pragraf 2 yang menyatakan sebagai berikut

“angka 4: Bahwa'masa tahanan”disinimerupakan masa peiaksanaan putusan 

pidana hilang kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap yang hams dijalani oleh Terpidana/Narapidana, dan bukan 

penahanan untuk kepentingan panyidikan, panuntutan atau 

pemeriksaan di muka sidang pengadiian, sebagaimana dimaksud 

daiam Pesei 1 angka 21 KUHAP. Barkmaan dengan hai m i,Mmasa 

tahanan* (baca: masa menjaiani pidana hilang kemerdekaan) yang 

harus dijalani Terpidana/Narapidana, meliputi: a. Pertama-tama 

adaiah masa pidana penjara yang diieniukan dalam putusan yang 

berkekuatan hukum tetap, dan kemudian dijaiankan oleh 

Terpidana/Narapidana; b. Salain Hu, termasuk pula daiam hai ini 

masa pidana kumngan pengganti denda yang ditentukan sebagai 

alternate pidana denda yang dijatuhkan daiam putusan yang 

berkekuatan hukum tetap, yang hams juga dijaiankan 

Terpidana/Narapidana karena denda tidak dibayar, c. Terakhir 

khusus bag; Terpidana Tindak Pidana Korupsi, yang dijatuhkan 

pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang 

ditentukan sebagei aftematif pembayaran uang pengganti yang
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dijatuhkan daiam putusan yang Perkekuatan hukum tetap, yang 

kemudian hams dtjafankan Terpidana/Narapidana karena uang 

pengganti tidak dibayar K&samuanya dihitung mbagai “masa

tahmm* ymg hmm dtjekmkm Terptdm&Nmpktem, imps

yang dikecuaiikan.

Jika merujuk pada Keputusan Komlsi Pemiiihan Umum Repubiik indonesia 
Nomor 1229 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknls Pendaftaran, Penafitian 

Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Daiam 
Pemiiihan Gubernur Dan Wakii Gubernur, Bupati Dan Wakii Bupati, Berta 

Waiikota Dan Wakii Walikota haiaman 97 angka 11 huruf a sebagaimana angka 

2 di m m  oikaHkan dm gm  p m m  Mahkamah Koosbtusi Nomor 132/PHP.BUP- 
XiX/2021 haiaman 159 angka 2 paragraf 3, haiaman 160 paragraf 1 serta 

haiaman 161 angka 4, maka yang dimaksud dengan dibahwa 5 (Sima) tahun, 
caion tomabut tidak dlparsyaratkan jsda 5 (lima) tahun segak babas danri masa 

tahanan. Seseorang yang menjalani masa tahanan akan hilang kemerdekaannya 

oieh karena Hu Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Repubiik indonesia Nomor 
1229 tahun 2024 dimaksud tidak ditujukan pada seseorang yang diancam 

hukumannya dtbawah 6 tahun yang tidak ottahan sebagaimana kasus Pemohon 
hanys di jatuhkan pidana percobaan dan tidak menjalani hukuman badan 

sehingga tidak kehiiangan kemerdekaan. Berbeda dengan seseorang yang 
menjalani masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan, sehingga yang 
bersangkutan kehiiangan kemerdekaan terkalt hal ini harus ditunggu yang 
bersangkutan babas dari masa tahanan.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XSV/2016 yang

metototkaft Ore. Pusli HaWbfe, MAP. mtoagm Caion Kepala Oaerah/Cafon 
Gubernur Gorontaio tahun 2017 mesfcipun masih sedarg menjalani sisa masa 

percobaan 1 Tahun lebih., dapat dijadikan yuriprudensi terhadap Pemohon yang 
juga masih menjaiani sisa masa percobaan (6 buian lamanya). pemohon 

menyadah bahwa negara Indonesia adaiah Negara yang berdasar atas Hukum 
berarti daiam Negara Hukum $egaia sesuatu hams dilakukan dibawah 

kekuasaan {svhting must by don't accounting to law) hal ini seharusnya di iakukan 
oteh ter motion sehingga ratal demokrasl dm  konstttustonaf warga negara 
terfsndungi sehingga maksud dari pada Negara yaitu mtnk tercapainya 
keadi!an,kepastian dan kemanfaatan.oieh karena itu pemohon mengharapkan 
kspada majeils musyawarah Badan Pengaws Pernitu untuk dapat memutus 
sengketa Ini dengan seadil-adllnya dengan memperhafikan Norma-norma serta 
asas-asas. Termohon teiah meiakukan interpretasl otentlk dimana undang-
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undang yang seharusnya dHaksanakn, justru diinterpretasi sepihak oieh 
termohon sehingga merugikan hak konstitusional warga daiam hat ini pemohon, 
Termohon mengabaikan asas hukum dimana undang-undang lebth tinggi 

mefTgaithken dfbawthnya m m  tex speele&f cterogate fex

generalist, termohon harus berdasar pada peraturan perundang-undangan (asas 

het beginsel van wetmatigheld van bestur) sebingga maksuti dart pada negara 
hukum tepat pada sasarannya yakni tercapainya ksadifan, kspastian dan 

kemanfaatan pemohon tau bahwa” hukum mungkln tidur, tap tidak pemah mat? 
(Dormiuni altquando leges, Nunguam moriuniur)

3, Bahwa Pemohon telah mengajukan 23 a tat bukti dart P-1 sampai dengan P-23, 

atat bukti tersebut telah diaahkan oteh Pimptnan Wajalis Mutyawsreh daiam 
sidang terbuka. Terhadapa 23 aiM bukti tersebutsecarakeselufuhandiakuiGleh 
Termohon kebenarannya. Disamping itu Pemohon juga teiah mengajukan 1 
orang saka; atas nama Moh, Skim Mur sebagai LO Paston dan Admin SILQN, 

yang bersangkutan juga sebagai Sekretahs Partai PDI Perjuangan Kabupaten 

Gorontalo Utara daiam keterangannya saksi menerangkan tentang tugas sebagai 
admin SILON dart Fasten daiam hal ini sebagai Pemohon.

4. Bahwa Pemohon mengaiykan ahw alas nama ia  Aba, S.Pd, M.Pd, M,H, Ketua 
Lembaga Konsuttan Pendtdikan Kalesangs Gorontalo.

Berdasarkan hal-ha! yang teiah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 
4 d! atas maka kiranys menjadi psmmbangan Mafslis Musyawarah untuk 

membehkan Putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2, Membataikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo 
Utara yaity Befits Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 
tentang Peneltttan Persyaratan Administrasi Hast! Perbaikan Pasangan

Caion Bupati dan Wakii Bupati Gorontalo Utara, tanggai 14 September 2024;
3. Menyatakan Santa Acara Nomor 242/PL. 02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 

tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasii Perbaikan Pasangan 
Galon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tidak Berfaku/Tidak Sah:

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Menetapkan Kembali PEMOHON 

sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 

yang memenuhl Syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mefaksanakan Putusan ini 

seiambaWambatnya 3 (tiga) had kerja terhitung sejak putusan ini dlbacakan.
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Apabila Bawaslu Kabupaten Gorontaio Utara berpendapat lain mohon Putusan 
yang seadfl-adllnya (ax aequo et bono),

1, KESIMPULANTERMDHGN

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah 
penyelesaian sengketa dafam permohonan a quo, Termohon menyampaikan 

kesimpulan, pada tanggal 30 September 2024, guns menjabi bahan pertimbangan

dan pengust keyakman me&fo musyawarah dalam mengambW dan memberikan 

putusan sebagaimana di uratkan di bawah Ini:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada j'awaban dan keterangan dalam
sidgng sebelumnya;

2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh daiil 
Pemtohonan Pemohon, kecuafi yang diakui secam jelas dan tegas dalam 

jawaban, keterangan dalam sldang sebelumnya dan kesimpulan ini;

3. Bahwa mobon dengan hormat segala sesuate yang dtarafkan daiam jawaban 
dan keterangan Termohon dalam sldang sebelumnya, dlanggap telah pula 

dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan 
dafam kaslmpulan ini berkaitan dengan pokok Psrmohonan Pemobon;

4. Bahwa Saudara Ridwan Yasin yang saat ini sedang menjalani pidana 
sebagaimana Putusan Mahkamab Agung Nomor 327 K/Pid/2024 adaiah 

bersatus Terpidana dengan amar putusan:

1, Menotak permohonan kasas? dan Pemohon Kasastnerdakwa Ridwan Yasin,

S.H.s alias Iwan tersebut;

2, Memperbalki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontaio Nomor 67/PID/2023/PT
GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubab Putusan Pengadilan 

Negeri Umboto Nomor f 8/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Justus 2023 
tersebut mengenai iamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 

Ridwan Yasin, S.H., M.H„ alias Iwan menjadi pidana penjara seiama 8 

iemm) M m  dengan permtah pWana tersebut trdek usah dijalant, kwwatt jtka 

di kemudiao had ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan 
karena Terpidana meiakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa 
percobaan sefama i (satu) tahun;

3, Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada 
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rates Rupiah);

5. Bahwa periu Termohon sampaikan pada masa pendaftaran Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Gorontaio Utara, pada rentang waktu tanggal 29 

Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 diperoieh dokumen
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baik dokumers pendaftaran calon sendiri, himbauan Bawaslu Kabupaten 
Gorontaio Utara dan hastf kiarifikasi peneiitian Syarat Calon yang dilakukan 
Termohon yang berkartan dengan dasar dan alasan Bakai Calon Ridwan Yasin, 

dinyatakan Tidak Mememthi Syarat karena masih berstatus terpidana 

dengan memperhaiikao Pasai 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 

dan oleh sebuah Keputusan KPU Rl No, 1229 Tahun 2024 haiaman 97 angka 

11 huruf a yaknc
a. Surat Keterangan Catalan Kepdisian Nomor.

SKCK/Yanmin/4377t/Vfll/2024/fnielkam/Resta Gtlo Kota;
b. Surat Keterangan Tidak Pemah sebagai Terpidana Nomor

4O$/$K/HK/08/2024/PN Gto.
c. Himbauan Bawaslu Kabupaten Gorontaio Utara Nomor

64/PM. 00.02/K/09/2024;

d. Berita Acara Kiarifikasi tanggai 3 September 2024 di Pengadilan Negeri 

Gorontaio;

e, Berita Acara Kiarifikasi tanggai 4 September 2024 di Pengadilan Negeri

Limboto.

Bahwa Putusan Wahkamah &gmg Rf Nomor 327 KfPid/2024 sebagaimana 

tersebut di atas daiam lamp?ran himbsuan Bawaslu Kabupaten Gorontaio Utara 

Nomor 64/PM.00.Q2/K/09/2024, diputuskan pada tanggai 25 April 2024 dengan 
hukuman masa percobaan seiama 1 (satu) tahun yang hai ini berarts Pemohon

Ridwan Yasin selesai menjaiani masa hukuman Pidana Percobaan pada
tanggai 25 April 2025. Sehingga pada saat mendaftarkan diri pada tanggai 29

Agustus 2024 hingga tanggai 22 September 2024 pada saat Penetapan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontaio Utara Pemohon Bakai Calon

Bupati Ridwan Yasin maslh berstatus daniatau sedang menjaiani Pktana;

7. Bahwa berdasarkan Pasai 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang 
msngatur ~ Tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena meiakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana panjara 5 tahun atau lebih, kacuaii terhadap 

terpidana yang meiakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana poiitik 

daiam pengertim m/aiu pertouatan yang dmyatakan sebagai tindak pidana 

daiam hukum positif hanya karena petakunya mempunyai pandangan poiitik 

yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, 

telah melewatijangka waktu 5 iahtm setelah mantan terpidana seiesai menjaiani 

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka nwngumumkan nwngenai
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latar belakang jab dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai peiaku 

kejahatan yang berulang-ulang” bahwa teiah jefas frasa bag! mantan terpidana 

teiah melewati jangka waktu S tahun setelah mantan terpidana seiesai menjalani 

m am  penfara berdasarkan putusan pengadiian yang Wan mempefoleh 
kekuatan hukum tetap dipersyaratkan kepada caton Bupati dan Wakil Bupati 

yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan bagi caion yang diancam di bawah 
5 tahun tidak party melewati jangka waktu 5 tahun seteian sebagai mantan 

terpidana, namun berdasarkan penaiaran yang wajar terhadap kedua situasi 
ancaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf f dipersyaratkan 

untuk calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai mantan terpidana, 

Oleh karena ftp teiah eepatutnya Bakai Oaten Bupati Ridwan Yasin dinyatakan 
Tidak Memenuhi Syarat oleh ICPU Kabupateo Gorontaio Utara sebagai Calon 

Bupati sebagaimana daiam Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 
pa oa tanggai 14 osjptemoer 2024,

3. Bahwa daiam Keputusan KPU PI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman 
Teknis Pendaftaran, Peneiitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan 

Pasangan Calon daiam Pemillhan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan 

Wakil Begat?, serta Wakkota dan Wakil Wallkota hat, 97 angka 11 huruf a yang 
mengatur KPU Kabupaten/Kota msmastikan ancaman pidana yang 

dikenakan kepada caion, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut daiam 

putusan yang memperofeh kekuatan hukum tetap, berdasarkan hasii 

pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang 

diancam dengan pidana a. di bawah 5 (lima) tahun, maka caion tersebut tidak 

dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sajak betas dari masa iahanah’. Frasa sejak 

bebas dart masa tahanan jttga berart? Wart bebas sebagai narapidana, bebas 
bersyarat, dan toga menjalani hukuman dengan masa percobaan sebagaimana 
putusan UK Ri Nomor 132/PHP. BUP-XJX/2021;

8, Bahwa panafslran mengenai rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang 
RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peruteahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemillhan Gubemur, Bupati dan 

Wallkota meojack Ufteaog-Uodaog. Mahkamah Konstkusi RI sebetelnya teiah 
menerangkan irWaiui Putusan Nomor 132/PHP BUP-Xf X/2021 sebagai berikut: 
[3.15] .... Mahkamah periu menegaskan kembali bahwa ‘seiesai menjalani 
pidana psnjaras yang dfmaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang teiah menjalani pidananya 
sesuai dengan amar putusan pengadiian, Dengan kata lain, bagi seorang
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terpidana yang menjaiani pidana balk di dalam iembaga pemasyarakatan 

maupun dengan pembebasan bersyarat (di Iuar lembaga pemasyarakatan) hai 

tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau cara menjaiani 

ptdananya. Dengan demiklao, bagt mantan naraptdana yang dibehkan 
pembebasan bersyarat walaupun tidak lag? berada dalam lembaga 

pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak iagi 
narapidana, namun terhadap yang bersangkutan masi berstatus sebagai 

terpidana. Sama hainya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana 
Percobaan, meskipun secara nil yang bersangkutan tidak menjaiani pidana di 

dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga 

mass percobaan tersebut habts sebagaimana amar putusan hakim;
Bahwa dengan memperhaiikan fasa “yang diancam dengan pidana penjara 5 

tahun atau tebihH merupakan indikator apakah seseorang calon periu melewati 

jangka tahunS tahun atau tidak, dalam hai ini didapatkan pengertian bahwa bag! 
calon yang diancam 5 tahun atau iebih bagl mantan terpidana diharuskan 

melewati jangka waktu 5 tahun dan bagi calon yang diancam di bawah 5 tahun 
tidak periu melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjaiani pidana 

sebagaimana amar putusan hakim. Hat ini berdasarkan pertimbangan
Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 132/PHRBUP-XIX/2021 juga berlaku bagi
seorang terpidana yang menjaiani pidana baik di dalam lembaga 
pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat {'di iuar lembaga 

pemasyarakatan) yang sama hainya dengan terpidana yang dipidana dengan 
pidana Percobaan, meskipun secara riif yang bersangkutan tidak menjaiani 

pidana di dalam lembaga pemasyarakatan;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahti Aprianto Nusa, teiah menjelaskan bahwa 

definisi terpidana termaktub dalam Pasai 1 angka 32 KUHAP, menyatakan: 
“Terpidana adaiah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang teiah memperoieh kekuatan hukum tetap3. Dengan demikian maka 
dipasiikan bahwa Saudara Ridwan Yasin yang saat ini sedang menjaiani pidana 
sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 adaiah 

bersatus Terpidana;
11. Bahwa dalam fakta persldangan sebagaimana yang dtpertanyakan Pemohon 

kepada saksi Mohamad Sidik Nur, apakah Termohon pemah menyampaikan 

untuk dilakukan penggantian calon pada tanggal 5 September 2024? Periu 
Termohon sampalkan dalam kesimpulan ini bahwa berdasarkan ketentuan 
Pasai 126 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengaiur “Calon 
perseorangan dan/atau partai politik peserta Pemifu atau gabungan partai politik
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peserta Pemiiu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran 
pasangan caion dalam hal b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan 

pengadiian yang teiah memperoieh kekuatan hukum tetap”, Bahwa yang 

menjadi subjek hukum pada Pasai 126 untuk melakukan penggantian Bakal 

Caion merupakan parte? poUiik peserta Pemiiu dart/ateu gabungan parte? poi?t?k 
Sehingga dalam penafsiran secara a contrano tidak ada kewajiban daripada 
Termohon untuk menyampaikan secara lisan maupm tertufis kepada partai 

politik dan/atau gabungan partai potitik peserta Pemiiu untuk menyampaikan 
penggantian caion;

12. Bahwa penggantian caion yang akan dilakukan oleh Termohon harusiah 
berdasarkan sebuah putusan pengadiian yang teiah memperoieh kekuatan 

hukum tetap Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasai 126 ayat {1} huruf b yang 
frasanya mengatur “dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah 

memperoieh kekuatan hukum tetap*. namun pada tanggal 20 Agustus 2024 
sampai dengan tanggal 6 September 2024 Termohon tidak memiliki dokumen 

yang berkartan dengan satinan putusan Mahkamah Agung Nomor 327 
K/Pid/2024. Adapun dokumen yang dimiliki Termohon pada rentang masa 

pendaftaran a gm  yaknl sebagai berikut

Keterangan Catalan Kepoltsian Nomor.

Keterangan Tidak Pemah sebagai Terpidana Nomor 

405/SK/HK/08/2024/PN Gto;
c. Himbauan Bawaslu Kabupaten Gorontaio Utara Nomor 

64/PM.0G.02/K/G9/2Q24;

d. Behta Acara Kfahfikasi tanggal 3 September 2024 di Pengadiian Negeri 

Gorontaio;

e. Berita Acara Kiarifikasi tanggal 4 September 2024 di Pengadiian Negeri

13. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 tim Admin Siion KPU Kabupaten 
Gorontaio Utara teiah mensyaratkan dalam catatan Siion kepada Pemohon 
urrtuk memasukkan dokumen salinan putusan inkracht dan surat keterangan 

kejaksaan karena Pemohon berstatus sebagai terpidana dengan berdasarkan 
Pasai 21 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 namun Pemohon haru memasukkan 

dokumen salinan putusan Pengadiian Tinggi Gorontaio Nomor 67/PID/2023/PT 

GTO yang drpereyaratkan dimaksud nanti pada tanggal 3 September 2024 dan 
bukan memasukkan putusan Mahkamah Agung 327 K/Pid/2024 sebagai 
putusan inkracht

SKCKJYanmin/43771/V!li/2024/lntelkam/Resta Gtlo Kota;

Limboto.
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14. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 15 di alas tidak benar sebagaimana 
yang disampaikan pada fakta persidangan oleh Pemohon bahwa Pemohon 
telah memasukkan salinan putusan Mahkamah Agung 327 K/Pid/2024 melalui

Siion KPU Kabupaten Gorontaio Utara pada tanggai 6 September 2024, 

sehingga membuat termohon betem memiliki cukup dokumen untuk 

menyatakan Pemohon a.n. Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat pada tangga!

15. Bahwa berdasarkan uralan pada angka 13 tidak ada kewajiban Termohon untuk 
menyamparkan bark secara lisan maupun tertulis kepada partai poiitik pasarta 
Pemilu atau gabungan partai poiitik untuk menyampaikan penggantian calon 

berdasarkan Pasai 126 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2024;
16. Bahwa Termohon memutuskan Pemohon Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat 

berdasarkan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 pada tanggai 14 

September 2024 telah sesuai asas dan prinsip penyeienggaraan Pemiiihan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Berdasarkan uraian, fakta., bukti., dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, 
terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang 
beriaku dan tidak terbukti adanya Peianggaran Sengkete Proses Pemiiihan 

sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. 
Berkenaan dengan Permohonan Pemohon. Termohon motor? kepada Yang Muiia 

Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 242/PL02.2-BA/7505/2024
tanggai 14 September 2024 tentang Penetftten Persyaratan Admirwstrasi HasH 
Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Oaten Wakil Bupati Gotontete Utara; 
dan

3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangaonya dalam 
penyeienggaraan Pemiiihan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang beriaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adii, berkepastian 

hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
Atau apabiia Msjelts Pemeriksa Badan Pengawas PemHihao Umum Kabupaten

Gorontaio Utara berpendapat lain, mobon putusan yang seadit-adilnya (ex a me

et bond).
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E, PERTIMBANGAN HUKUM
1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dan permohonan ini 

adaiah Berita Acara Komisi Pemtfihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 
Nomor. 242/PL 02.2-8A/7 505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi 

HasiS Perbaikan Pasangan Cafon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara 
iahtm 2024. yang dlteiapfcan oieh Komisi Psmiiihsn Umum Kabupaten 

Gorontalo Utara (Selanjutnya disebut “KPU Kabupaten Gorontalo Utara") pada 
tanggai tanggai 14 September 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 

Gorontalo Utara (Selanjutnya disebut ^Bawaslu Gorontalo Utara") pada hart 
Selasa tanggai 17 September 2024 yang diterima dengan tanda terima 

dokumen Nomor penerimaan permohonan 001 /PS, PNM, LG/75,7505/IX/2024, 
selanjutnya dilakukart perbaikan pada tanggai 20 September 2024 dan dicatat 

daiam Buku Register tanggai 21 bulan September tahun 2024 dengan Nomor 
Registtasi 001/P3.REG/75.7505/IX/2D24;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang Undang sebogakmrm teiah beberapa kak dkibah terakhk dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Pambahan Xstiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemiiihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- 

undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) Pasal 154 ayat (1) 

Jtmclo Putusan Mahkamah Konshtuet Nomor 46f'PPU-XVtt/2019 tertanggat 20 
Januari 2020 yang menyatakan “Peserta Pemilihan mengajukan keberatan 

terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada 

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota daiam jangka waktu paling 

lama 3 (tlga) ban kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota ditetapkan”,

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesalan Sengketa Pemiiihan
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Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Waiikota Dan 

Wakil Waiikota (seianjutnya disebut "Perbawaslu") Pasai 21 ayat (2) yang 
menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

petting lama 3 (tiget) bmi ketja terhttwg smk keputwan dm/atmt bents acara 

KPU Promts? atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan

Menimbang bahwa berdasarkan ketantuan Perbawasiu Pasai 22 ayat (3) yang 
menyatakan * dalam hat rapat plena sebagaimana dtmaskud pada ayat (1) 

memuiuskan a. Dokumen permohonan dinyatakan beium iengkap, petugas 

penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk mefengkapi

permohonan paling lama 1 (satu) had kaga terhmng sajak rapat piano; atau b. 

Dokumen permohonan dmyatakan Iengkap, rapat piano menetapkan 

permohonan pemohon untuk diregister",

Meriffflfeang bahwa berdasarkan keteniuan Peraturan Badan Pengawas 

Pemiiihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa Pemiiihan Gubemur Dan Wakii Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

Serta Waiikota Dan Wakil Waiikota Pasai 22 ayat (5) yang menyatakan
BPetmhm mmyampsikan perbrnkm pmmohmw? mbagmnma dkmkmtd 

pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) had kerja ierhitung sejak 

pemberitahuan diterima oleh pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah 
Bawaslu Kabupaten Gorontaio Utara berpendapat permohonan a quo masih 

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

Pemfffhm

2, QBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Gorontaio Utara menetapkan Benia Acara

Nomor: 242/PL02.2-BA/7505/2024 tentang Peneiitian Persyaratan Administrasi 
Hast! Pfktoafkar? Pasangan Calon Bypat! dan Wakil Bupati Gorontaio Utara 

tahun 2024 pada tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Pemohon tidak 

memenuhi syarat pencaionan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemiiihan Pasai 
142 menyatakan “Sengketa Pemiiihan terdiri etas: a. sengketa arrtarpeserta 

Pemiiihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemiiihan dan penyelenggara

Pemiiihan sabagai aklbat dlkaluahkannya Keputusan KPU Previns! dan KPU 

Kabupaten/Kota\
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Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasa? 4 ayat (3) dan 

ayat (4) menyatakan:

(1)  . . .

m ...
(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaien/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi 

atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengkeia 

Pemilihan.

(4) Seiein keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa 

Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU

Kabupaien/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas majeiis musyawarah Bawaslu 
Kabupaten Gorontafo Utara berpenbapat permohonan a quo memenuhi 

ketentuan mengenai objek sengkeia pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM {LEGAL STANDING) PEMOHON
Msmmbang Pshwa Pemohon deism permohonsn a quo adalsh Ridwan Yasin, 

SH. MH dan Muksln Badar SE merupakan Warga Negara Indonesia yang telah 
mendaftarkan diri sebagai Bakai Pasangan Calon daiam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Gorontaio Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasai 1 angka 4 

menyatakan;
Calon Bupati dan Calon Wakil BupatiCalon Waiikota dan Calon Wakil Waiikota

m/eiah peserte PemMtm yang dmauman ohh partm pokttk, gabungan partai 

poiitik, aim  perseorangan yang didaftarkan atm mendaftar di Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaien/Kota,

fvlenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Unbang-Unbang Pemilihan pass! 

142 menyatakan.

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

a sengkeia aniarpeserta Pemiiihan; dan

k  sengketa antara Reseda Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan 

sebagai akibet dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota
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Menimbang bahwa berdasarkan pasai 6 ayat {1} Perbawaslu yang menyatakan, 
“(1) Pemohon daiam penyelesaian sengketa Pemiiihan terdiri atas: a. Bakal 

Pasangan Caion: atau b. Pasangan Caion".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut d? atas, Pemohon memiliki 
kedudukan hukum (legal standing) daiam mengajukan permohonan 

Penyelesaian Sengketa Pemiiihan,

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adaiah Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara yang berkedudukan dr Kabupaten Gorontaio Utara dengan 

alamat di Oesa Btrlato Kecamatan Kwandang, Kafawpaten Gorontalo Utara, 
Provinsi Gorontalo:

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara adaiah Penyelenggara 
PemRu yang menetapkan Benta Acara Nomor 242/PL02.2-SA75G5/2024 

tentang Peneiitian Persyaratan Administrasi Hasii Perbaikan Pasangan Caion 
Bupati dan Wakii Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 yang ditetapkan pada

tanggai 14 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemiiihan Pasai 1 
ayat (9) menyatakan “yang dimaksud dengan Komisi Pemiiihan Umum 

Kabupaten/Kota yang sslanjutnya ulsebut KPU Kabupaten/kota adaiah 

Penyetenggara Pemiha Bupati dan Wafikota”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemiiihan pasa! 
142 menyatakan ’Sengketa Pemiiihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta 

Pemiiihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemiiihan dan penyelenggara 

Pemiiihan sebagai akibat dikeiuarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaien/Kota”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu 
yang menyatakan, “(2) Termohon daiam penyelesaian sengketa Pemiiihan 

terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa

Pemiiihan antara peserta Pemiman dengan penyeienggara Pemiiihan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten 
G o ro n ta lo  U ta ra  m em iliki k e d u d u k a n  h u k u m  {legal standing) s e b a g a i  T e rm o h o n  

daiam Penyelesaian Sengketa Pemiiihan.

49



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara beralamat di Jaian 
Kusnodanupojo Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten

Gorontalo Utara, Provmss Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemiiihan Pasal 

143 ayat (1), (2), {3} Jucnto Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 
43/FUUXVW2G19 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang 

menyefesaikan sengketa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 142,

(2) Bawaslu Previns! dan Bawaslu Kabupaten/Kota mem&rlksa dan memutus 

sengketa Pemiiihan paling lama 12 (dua belas} hah sejak ditehmanya iaporan 

atau tamuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota meiakukan penyelesaian

sengketa meiew tahapan: a meaerima dan mengkajt Iaporan atau teaman; 

dan b, mempeitemukan piltak yang bersengketa untuk mencaoai 

kasepaksian melalui musyawarah dan mufakaf.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawasiu Pasai 2 ayat (1) dan 

ayat (2) menyatakan:
(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang
menyelesaikan sengketa;

(2) Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memehksa dan memutus 

sengketa pemiiihan’’\

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis 

berpendapat Badan Pengawas Pemiiihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 
memiiiki kewenangan menyefesaikan sengketa Pemiiihan a quo,

F, PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa sebelum majelis Musyawarah memperiimbangkan pokok 
permohonan Pemohon, penting bagi majelis Musyawarah untuk terlebih dahulu 

menguralkan fakta yang terungkap daiam persldangan terkalt dengan proses
pencalonen Pthek Pemohon daiam pendhan Bypati dan WakM Bupati Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Kamis, tanggai 29 Agustus tahun 2024, puku! 15.10 

WIT A, Pemohon teiah mendaftarkan din sebagai Bakai Calon Bupati dan 
Bakal Calon Wakii Bupati Gorontalo Utara yang diusung oleh PDI
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Perjuangan di KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dengan membawa berkas 

persyaratan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo 

Utara dan langsung di input pada S1LON KPU disertai bukti fisik. 

Setanjutnya Termohon K rU  Kabupaten Gorontalo Utara menehma 

Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Gorontalo Utara atas nama Pemohon Ridwan Yasin dan Muksin Badar dan 

di waktu yang sama Termohon KPU Kabupaten Gorontalo Utara 
melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen Persyaratan 
Pencalonan dan Persyaratan Calon;

2, Bahwa Termohon, KPU Kabupaten Gorontalo Utara secara teknis dan 
pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran 

pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan 
pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 
wakil bupati, serta walikota dan wakil wafikota berpedoman pada ketentuan 

yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 
2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan 

Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota 

Dan Wakil Walikota;

3, Bahwa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan yaitu Mode!
PENCALONAN. PARPOLKWK, PERSETU JUAN. PARPOLKWK Partai

Demokrasi Indonesia Peguangan, Surat Keputusan Pimpinan Parpoi tentang 
Kepengurusan Partai Politik Tlngkat Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan dengan Status Pemeriksaan lengkap dan benar. selanjutnya 

terhadap pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan 
persyaratan caton pada saat pendaftaran, KPU Kabupaten Grontato Utara 

memberikan status pendaftaran diterima. Bahwa terhadap dokumen yang teiah 

diterima, Termohon KPU Gorontalo Utara memberikan bukti tanda terima dengan 
Beriia Acara nomor 211/PL02.2-BA/7505/2024 yang teiah ditandaiangani oleh 
LO Pasangan Calon, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara, 
Petugas Pendaftaran dan Koordinator Pendaftaran serta memberikan surat 
pengamar pemeriksaan kesehatan dengan nomor 2$£rPL .02.2-8D/7 505/2/2024. 
(Vide Bukti; T-1 dan T-2];

4, Bahwa pada tanggal 5 September 2024, Termohon KPU Gorontalo Utara 
menstapkan Benta Acara Nomor 229/PL. 02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang 
Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo 

Utara dengan Kesimpulan menyatakan sebagai berikut:
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Berdasarkan has?! penelitian persyaratan administrasl eaten Pasangan Caten 

Bupati dan Wakll Bupati sebagaimana tertamplr, maka;
a. Dokumen persyaratan Caion Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI

SYARAT;
b. Dokumen persyaratan Caion Wakrl Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHi 

SYARAT.
Saleh satu dokuman yang dinyatakakan pada Huruf A Dokumen Wajib: Jenls 

Dokumen angka 2 khusus Dokumen persyaratan Caion Bupati: Surat Keterangan 
tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang teiah 
memperoieh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wiiayah 

hukwmnya mettputi tempat tmggat caion dengan basil verrfikasi untuk dokumen 

Caion Bupati “TIDAK BENAR"; [Vide Bukti: P-2]

5. Bahwa Pemohon pada ianggai 08 September 2024 Pukui 11.00 Wita teiah 
metengkapi dokumen persyaratan bakal caion Bupati dan bakal caion Wakil 

Bupati yang beium memenuhi syarat sebagaimana Behta Acara Nomor 
229/PL. 02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan 

Administrasi Caion Bupati dan Wakii Bupati Gorontalo Utara Tanggai 05 

September 2024, pemenuhan keiengkapan dokumen tersebut mefatui Melalui 
SiLON KPU dan mengantarkan iangsung bukti fisik fce KPU Gorontalo Utara dan 

dinyatakan Diterima;

6. Bahwa termohon melakukan klarifikasi kepada caion dalam hal terdapat 
keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasl caion pada tanggai 14 

September 2024 bertsmpat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara, 

Adapun klanfmasi berkartan dengan status Termohon sebagai terpidana 
dan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gte Tanggai 26 Agustus 

2024 yang teiah dikeiuarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontaio; {Vide Bukti: T-

33
7. Bahwa Pemohon Caion Bupati atas Nama Ridwan Yasrn mearpakan caion 

yang berstatus sebagai Terpidana yang telah memperoieh putusan 
pengadiian berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 32? K/Pid/2024 tanggai 2$ April 2024, dengan amar putusan;
- Menoiak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasass/Terdakwa RIDWAN 

YASIN, S.H., M.H alias IWAN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tlnggi Gorontalo nomor 

67/PID/2Q23/PT GTO tanggai 22 September 2023 yang mengubah
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putusan negeri Umboto nomor 18/Pid.8/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 

2023 tersebut mengenai iamanya pidana yang dijatuhkan kepada 

terdakwa RIDWAN YASIN, S.H., M,H alias IWAN menjadi pidana 

penjara selama 6 (m am ) M m  dengm  pm M ah  pidana tm rn M  tidak 

usah dijalani, kecuali jlka dikemudiao had ada putusan hakim yang 

menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak 
pidana sabelum habis mass percobaan seiaroa i (satu) tahun:

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada 
tingkai kasasi sebesar Rp2,500,00 (dua ribu lima raius rupiah), [Vide 

Bufeth P-23]

8, Bahwa herdasarkan Surat Keterangan Nomor 40&&WHMBft2§24fPN Gto 

Tanggal 26 Agustus 2024 yang teiah dikeiuarkan oleh Pengadiian Negeri 

Gorontaio menyatakan bahwa Pemohon:

a Tidak ssdang menjaiai pidana penjafa:

b. Tidak pemah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadiian 

negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena mefakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau tebth; [Vide 

fittitB; P-5 dan IMctfi T-5]
9, Bahwa sebagaimana Jawaban Termohon yang disampaikan pada Musyawarah 

Terbuka tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya Termohon 
menyampafkan bdak memenuhi syamtnya Pemohon berkaitan dengan ketenluan 

Pasai 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo. Pasai 7 ayat (2) huruf g 
Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Penggant? Undafig-urdang Nomer 1 Tahun 2014 Tenteng Pemilihan Gubemur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Kamudan mengenai surat 
keterangan pengadiian yang dikeiuarkan oleh Pengadiian Negeri Gorontaio 
adalah SAH karena dikeiuarkan olah lemhaga yang terwewenang dlhanarkan 

oleh Termohon merupakan dokumen yang SAH, namun menurut Termohon 
BELUM BENAR berdasarkan Surat SKCK Pemohon [Vide Bukti; T-6 dan Bukti: 

P-7], hasil kiarifikasi kepada Pengadiian Negeri Umboto (ten bukti sebagaimana 

lampkan Wmbauan Bawaskt Kaoupaten Gorontaio Utara Nomor 
64/PM,0Q,G2/K/Q9/2024, [Vide Bukti: T-8];

10, Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Termohon menerbitkan Berita 
Acara Nomor 242/PL02 2-8A/7505/2024 Tahun 2024 tentang Peneiitian 

Persyaratan Administrasi HasU Perbaikan Pasangan Caion Bupati dan 
Wakii Bupati Gorontaio Utara, tanggal 14 September menyatakan
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dokumen persyaratan Bakal Pasangan Caion Bupati dlnyaiakan Tidak 

Memenuhi Syarat dan sebagaimana yang terdapat pada fampiran Berita 

Acara Acara Nomor 242/PL.G2.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang 

Penetfttart Persyaratan Admimstrasi Hast! Perbafkstn Pasangan Caton 

Bupati dan Wakif Bypats Gorontaio Utara, tanggal 14 September 2024 

dsnyatakakan pada Huruf A Dokumen Wajib: Jenls Dokumen angka 2; 
Surat Katerangan tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan 

pengadiian yang telah memperoleh kekuatan hukum teiap dan pengadilan 
negeri yang wiiayah hukymnya melipyti tempai tinggaf caion hasil 

verifikasi TERMOHON Untuk Caion Bupati “Tidak Benar”.

Menimbang, bahwa Persyaratan Caion yang harus dipenuhi oieh bakal 

pasangan caion yang hendak mendaftarkan dirt sebagai Perserta Pemiiihan 
Tahun 2024 yang berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana, teriebih 

dahuki majefis akar? memperbmbartgkari Ketentuan-ketentuan sebagaimana 
diatur daiam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peneiapan 
Peratyran Psmshntah P&ngganti Undang-Undang Nomor 1 Taboo 2014 

Tentang Pemiiihan Gubemur, Bupati dan Wail Kota menjadi Undang-Undang 

dan diatur iebih fanjut daiam Peratyran Komisi Pemiiihan Umum Nomor 8 
Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemiiihan Gubemur dan Wakil Gubemur, 

Bupati dan Wakil Btipaff, serta Wmkma dan Wakil Walikota, sebagai benkut:
1. Bahwa ketentuan mengenat persyaratan caion berstatus sebagai terpidana atau 

mantan terpidana diatur daiam Pasai 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Peneiapan Peraiuran Pemehntah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiiihan Gubemur Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (seianjutnya disebut UU Pemiiihan) menyebutkan;

i;Caton Gwfeem r ban Caton W akil O ubem ur Caton Bupati dan Caton W akil 

Bupati, serta Caton Walikota dan Caton Wakil Walikota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai benkut: 
g, tidak pmnah sebagai impidana bardasarkan putusan pangadOan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau hagl mantan terpidana 

telah secara terbuka dan in ju r mengemukakan kepada pubiik bahwa 

yang bersangkutan mantan terpidana

2 , B ahw a ketentuan m engenat persyaratan caton berstatus sebagai terpidana 

atau mantan terpidana diatur daiam Pasai Pasai 14 ayat (2) huruf f Peraturan
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Komis? Pemiiihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencaionan 

Pemiiihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakif Bupati, serta 
Waiikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil 
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; 
f  tidak pmmh sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara § (lima) tahun atau iebih, 

kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan 

atau tindak pidana poiitik M am  pengerdm suatu perbuaten yang 

dinyatakan sebagai tindak pidana M am  hukum positif hanya karena 

pelakunya mempunyai pandangan poiitik yang berbeda dengan rezim 

yang sedang berkuasa, bag! mantan terpidana, man meiewatl jangka 

waktu 5 (lima) tehun setelah mantan terpidana seiesai menjalani pidana 

penjara berdasarkan putusan pengadiian yang teiah memperoleh 

d kekuatan hukum tetap dan secara ju ju r atau terbuka mengumumkan 

\  mengenai later beiakang ja ti dtrinya sebagai mantan terpidana, dan 

bukan sebagai pelaku kejahatan yang bemlang-ulang;

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasai 20 ayat (2) huruf b angka 2 
Peraturan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Pencaionan Pemiiihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi:

a.
b. sural keterangan:

1,
2, tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadiian negeh yang 

wiiayah hukumnya meliputi tempst tinggal calon atau bagi mantan 

terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada pubiik 
bahwa yang bersangkyten mantan terpidana dari peffltfnpin redakst media 

massa lokai atau nastonai dengan disertai buktinya, sebagai bukti 

pemenuhan syarat caion sebagaimana dimaksud daiam Pasai 14 ayat (2) 

huruf t
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Menimbang, fnajelis musyawarah teiah memeriksa secara seksama bahwa 

Benta Acara Komisi Pemifihan Umum Kabupaten Gorontaio Utara Nomor

242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan

Administrasi HasH Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan WakH Bupati

Gorontaio Utara, tanggai 14 September 2024, yang menerangkan

berdasarkan hasil penilitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana teriampir, maka:

1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; 

2 Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat, 

dinyatakakan pada Huruf A Dokumen Wajib: Jenis Dokumen angka 2 Dokumen 

persyaratan Calon Bupati: Surat Keteranoan tidak oemah sebeoai terpidana

berdasarkan putusan oenoadilan vano teiah memperoieh kekuatan hukum tetao dad 

pengadiian negeri vano wilavah hukumnva meiiputi temoat tinagal calon dengan 
hasil vermkasi untuk dokumen Calon Bupati “TIDAK BENAR*. [Vide Bukti: P=i]

merupakan keputusan tertulis Termohon yang menimbulkan akibat hukum 

kepada Pemohon a quo;

Menimbang, sebelum Majelis Musyawarah memai apakan imdakan Termohon 

daiam meiakukan penilitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, terfebih dahulu majelis 

musyawarah akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat 

untuk depot mencalonkan dm sebagai Calon Bupati dan WakH Bupati pada 

Pemillhan serentak Tahun 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Caion Bupati atas Nama Ridwan Yasin merupakan calon 

yang berstatus sebagai Terpidana yang teiah memperoieh putusan 

pengadiian berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 327 K/Pid/2024 tanggai 25 April 2024, dengan amar putusan:

- Menolak Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa RIDWAN

YASIN, $,H „ M.H alias IWAN tersebut,

- Memperbaiki Putusan Pengadiian Tioggi Gorontaio nomor 

67/P1D/2023/PT GTO tanggai 22 September 2023 yang mengubah 
putusan negeri Limboto nomor iS/Pid.B/2023/PN ibo tanggai 3 Agustus 
2023 tersebut mengenai iamanya pidana yang dijatuhkan kepada 
terdakwa RIDWAN YASIN, S,H,, M,H alias IWAN meniadi pidana 

penjara seiama 6 (enam) bulan dengan perirttah pidana tersebut tidak

usah dijaiani, keeuaii jika dikemudian hari ada putusan hakim yang
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meneniukan Jain, dlsebabkan karena terpidana meiakukan suatu tindak 

pidana sebefum habis masa percobaan sefama 1 (satu) tahun;

- Membebankan kepada terdakwa urrtuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasl sebesaf Rp2s500,00 (dua ribo Hme retus rupiah) [Vide 
Bukti: P-231

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 405/SK/HK/08/2024/PN Gto 
Tanggai 26 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan ofeh Pengadilan Negeri 

Gorontaio menyatakan bahwa Pemohon:
a, Tidak sedang menjaiani pidana penjara;

b. Tidak pemah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan 

Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena meiakukan tindak 
pidana yang diartcam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebth; (Vide 
Bukti: P-5 dan Bukti: T-5]

3. Bahwa alasan Termohon KPU Kabupaten Gorontaio Utara menyampalkan tidak 

memenuhi syaratnya Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasai 14 ayat (2) 

huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo, Pasai 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 
Rl Nomor 10 Tahun 2016 terrtang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor

1 Tahun 201$ tentang renetapan Peraturan remehntah Penggantl Undang- 
undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Waiikota 

menjadi Undang-Undang;
4. Bahwa ketentuan Pasai 7 ayat (2) huruf g Undang4indang Nomor 10 Tahun 

2016, penting bag! majeiis Musyawarah untuk merujuk pada pertimbangan 
hukum berkaitan dengan terpidana atau mantan terpidana yang akan 

mencalonkan diri daiam jabatan publik, daiam ha! ini pemiiihan Bupati dan Wakil 

Bupati, daiam pertimbangan hukum Mahkamah Konshtusi daiam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2017, bertanggal 13 Juli 2017, pada 
angka 5 s/d 6 halaman 185 s/d halaman 188 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 132/PHP.BUP-XIX/202i, bertanggal 22 Maret 2021, pada paragraf [3.15] 

halaman 207 s&S halaman 208, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai 

benkut:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-X1V/2017;

5. Bohwa nornm Undang-Undmg ymg wmohonkm pmgujmn daiam 

permohonan a quot m casu Pasai 7 ayat (2) huruf g UU Piikada, adatah 

berkenaan dengan pengisian jabatan publik yang dipilih. Norma Undang- 

Undang a quo berbunyl, ~Cakm Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Waiikota dan Calon Wakil 

Waiikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
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sebagai berikut: ... g. tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan 

pengadiian yang teiah memperoieh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan 

terpidana teiah secara ierbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 

bahwa yang bemmgkutm mmtm tdfpkimsh Berbeda mngm mmusan 

daiam norma Undang-Undang sebeiumnya yang teiah dimehonkan pengujian 

dan diputus oleh Mahkamah sebagatmana diuratkan pada angka 3 di atas, 

norma Undang-Undang a quo mma mkan tidak rrmmtm ancaman pm m  

minimum yarn diiadikan sebagai Diiakan, sehinsoa secara tekstuai norma 

Undang-Undang a quo mencakuo semua ienis tindak pidana. balk 

peisnaaaran mauoun keishatan, dan semua tents oidana. baik pidana ookok 

(rmim dm  om m  dmm, (Mims percobaan. oidana km m m , mdma 

oeniami mauoun oidana iambahan. Denoan kata tain, daiam konteks KUHP.

frasa “tidak oernah sebaaai terpidana berdasarkan putusan pengadiian vana

teiah memnemieh kekuatan hukum tetap* mencakup baik tindak Pidana vsna 

diatur daiam Buku i mauoun Buku ii KUHP dan semua ienis oemidanaan 

sebagatmana dietur daiam Pasai 10 KUHP dan tindak oidana vena dietur 

deism berbaaai oeraturan oerundana-undanaan di luar KUHP, sepaniana 

amah mid caiman mmadmf? ram mah memo&ofeh kakuaian hukum 
tetao yarn diiaiuhkan ierhadao oeiaku tmdak oidana tersebut, Jika benar 

demikian maksud oembeniuk undana-undana, denaan bertoiak dan nuiusan- 

pukman Mahkamah sebehrmmm. hat iiu t&ntu tidak dapat dibenarkan mama 

konstitusienai:

Bahwa, memperhatikan keadaan sebagatmana diuraikan pada angka 5 di 

atas, serta dengan mempertimbangkan bahwa norma Undang-Undang a quo

adaiah bmkmam dengan sywai bagi jabaten puhkk yang pengimannya

ditakukan meialui pemiiihan, persoatao yang timbui kemudian adaiah: apabita

frasa “tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang

teiah memperoieh kekuatan hukum tetap* yang termuat daiam Pasai 7 ayat 

burnt g UU Pilkada tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 

make secara a contrario berarti tidak ada pembatasan sama sekali sehingga 

setiap orang boleh mencaionkan din sebagai gubernur, wakii gubenur, bupati, 

wahn bupati, wamota, wakM wemwta rmsklpur gram yang bemamkutan 

terbukti sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah 

memperoieh kekuatan hukum tetap. Penaiaran demikian ientu saja sama 

sekali tidak dapat diienma dan sekakgus akan bertentangan dengan 

pertimbangan Mahkamah sebagaimana ditegaskan daiam putusan-putusan 

sebeiumnya bagaimanapun standar moral tertentu dibutuhkan daiam
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pengisian jabatan-jabatan pubiik yang kiasifikasinya bermacam-macam. 

Sefain itu, akibat iebih jauh jika penalaran demikian diikuti, maka frasa 

berikutnya daiam Pasai 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut yang 

menyatakan, *atau bagt mantan terpidana telah seeara iarbuka dm  mar 

mengemukakan kepada pubiik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana’’ 

menjadi tidak ada maknanya. Memperhatikan keadaan sebagaimana 

dkiraiken di atas, karma teiah terang bahwa memntukan norma yang 

beriaku umum berupa syarat “tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang teiah mempemleh kekuatan hukum tetap” bagi 

pengisian jabatan pubiik, lebih-lebih untuk jabatan pubiik yang pengisiannya 

meiaiui pemMtan, tidak dapat dibenarkm secern kmsiiiuskmal, sementara 

di lain pihak syarat yang mencerminkan standar moral tertentu tetap 

dibutuhkanuntuk pengisian jabatan-jabatan pubiik, termasuk jabatan pubiik 

yang pengisiannya meiahji pemiiihan maka pertanyaannya kerrmdian, 

bagaimana Mahkamah harus menafsirkan norma Undang-Undang yang 

tarmuat daiam Pasai 7 ayat (2) huruf g UU Pifkada itu guna meniiai 

konstitusionalitasnya sedemikian rupa sehingga, di satu pihak, Mahkamah 

tetap meiaksanakan fungsmya sebagai pengawat kmstkusi yang harus 

meiindungi hak-hak kooshtusional warga negara dm, di pihak lain, ianpa 

melampaui batas-batas jati dirinya sebagaimana termaktub daiam 

kewenengen yang diberikan oieh Pasai 24C ayat (1) UUD 1945 daiam 

meiaksanakan fungsi itu, Daiam kasusa quo, tidak terdapat jaian fain kecuaii 

mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan Mahkamah daiam putusan 

sebelumnya terhadap norma Undang-Undang yang dirumuskan oieh 

pembentuk Undmg-Undmg sandhi, deism hai mi Putman Mahkamah 

Konstitusi Nomor 42/PUU-XIH/2015 Qengm dasar pemikiran dan 

pertimbangan demikian, Mahkamah berkeyakinan bahwa frasa “tidak pernah 

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah memperoieh 

kekuatan hukum tetap" adaiah bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak 

dimaknai “tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempemleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 {Umaj tahun atau iebih, 

kecuaii karena melakukan tindak pidana keaipaan dan tindak pidana poiitik 

daiam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana 

daiam hukum posiiifhaoya karena peiakunya mempurryai pandangan poiitik 

yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” sedangkan frasa “atau 

bagi mantan terpidana teiah secara terbuka dan jujur mengemukakan
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kepada publlk bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasai 7 

ayat (2) hurufg UU Pilkada tersebut tetap berfaku;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021:

13*15} Menimbang bahwa oleh karana dalam praktmrya masih dkemukan 

pendapat atau tafsir yang berbeda, in easu dalam perkara a quo 

yaitu antara KPU dan Bawaslu, terhadap makna mantan terpidana 

sebagaimana ketentuan Pasai 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang 

pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasai 4 ayat (1) hum f t  dan 

ayat (2a) PKPU 1/2020. Seianjutnya terhadap Pasai 7 ayat (2) huruf 

g UU 10/2016 teiah diputus oieh Mahkamah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU~XVU/2019t bertanggal 11 

Desember 2019, bahwa mantan terpidana adaiah seseorang yang 

teiah selesai menjaiani “pidana penjara" dalam lembaga 

pemasyarakatan. Hai tersebut dikarenakan frasa ‘pidana penjara" a 

quo temyata dalam praktiknya dapat diartlkan sebagai orang yang 

selesai menjaiani pidana penjara di dalam lembaga 

pemasyarakatan atau disebut mantan narapidana. Terhadap hai 

demikian, Mahkamah pehu menegaskan tehebih dahulu 

penggunaan trass “pidana penjaraw dalam amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVH/2019 a quo adaiah tidak 

terkeit dengan pengertian mantan narapidana, meiainkan terkaH 

dengan jenis pidana. Oleh karena itu, Mahkamah terieblh dahulu 

perfu mengutip ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang barlaku 

di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasai 10 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok;

1. pidana mati:

2. pidana penjara;

3. pidana kunmgan;

4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. ptdarm tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. pemmpesan hareng-bereng tertentu;

3. Pengumuman putusan hakim.
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Adaoun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- 

XVI1/2019. penaaunaan kata “oeniara" pads amar putusan a q u o , 
dimaksudkan Mahkamah soar tidak teriadi oenafsiran fain dengan ienis

oidana (am. memimm dm m  Pasa? 10 KUHP m ek hrnva terdmet mtu 

ienis pidana. Mahkamah hanva meneaaskan pada 1 (satui jams pidana 

vaitu oidana oeniara, sehingga dalam amar outusannva Mahkamah 

menvebutkan pidana samara, karena Oka Mahkamah daiam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVH/2019 hanva menvebutkan 

“oidana" saia maka akan bemotensi menimbuikan oenafsiran oidana 

ookok lain vaitu oidana matt, oidana kurunctan. oidana danda, dan Pidana 

tut man. Qahkan dapat o m  m afw km  pada oidana tambahan vaitu 

oencabutan hak-hak tertentu. oeramoasan barang-barana tertentu. dan 

pengumuman putusan hakim. Sehingga, frasa ttpidana penjara” dipilih

mum m.M m m  o m a

vana meniaiani oidana oeniara vana meiakukan tindak pidana vana 

diancam iebih dari 5 (lima) tahun, bukan ienis pidana fain vang terdaoat 

dalam Pasal 10 KUHP,

5. Bahwa rengaturan mengena? pidana bersyafaVpefoefeaan diahir dalam Pasal 

14a ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: *Apabita hakim menjatuhkan 

pidana paling iama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana 

kumngan p&ngganii maka dalam pmusannya hakim dapat mamenniahkan pula 

bahwa pidana tidak usah dijafani, kecuali jika dikemudian hah ada putusan hakim 

yang manentukan lain\ disebabkan karana si tarpidana malakukan suatu tindak 

pidana sabelum masa pereobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di 

atas hams, atau karma di tarpidma sebme masa perwhaan tidak memenuhi 

syarat khusus yang mungkin (Mentukan lain dalam perintah iu”;
6. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14c ayat (3) 

KUHP msny&butkan: ‘ Syarat^sysrat tersebut di etas tidak boieh mengurangi 

kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana>*;

7. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

memberikan jamlnsn atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara 
Indonesia. Hak asasi mamtsia dibag! men|adi dtta kategori, pertam a ialah kategori 
hak asasi manusia absoiut atau hak-hak yang bdak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasai 281 ayat (1). Kategori 
ksdua yakn? hak asasi manusia nslatif yang merupakan hak-hak yang dapat 
dibaiasi sebagaimana Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945; 2} Bahwa hak dipiiih dan hak memiiih termasuk kedalam 
hak nelatlf yakni hak yang dapat dibatasi, Pewbatasan hak ini dapat dilakukan 
meialui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasai 28J ayat (2) 

Unda^g-yndang Dasar Negara Republfk Indonesia Tamm 1945 yang berbunyi:
* Dalam menjalankan hak dan kebebasannya. setiap orang wajib tunduk kepada 

pembaiasan yang diietapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adii sesuai dengan pertimbangan 

moral, nifai-nilai agama. keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis

9, Bahwa dislsi lam, dalam Pasai 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat 

diberikan pidana tambahan meialui putusan hakim yakni dapat mencabut hak 

memiiih dan dipiiih dalam pemiiihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan 
umum, Sefnrsgga ttengan demlkian. pembatasan hak balk menurut Undang- 

Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 dan KUHP hanya dapat 
dilakukan meialui dua cara yakni meiaiui Undang-Undang sebagaimana Pasai 
28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 dan 

meiaiui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim meialui putusannya 

sebagaimana Pasai 35 ayat (1) angka 3 KUHP;

9, Bahwa Keterangan Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H dari Lembaga Pemberi 
Keterangan yang dihadirkan oleh Majetis Musyawarah yaltu seiaku Dtrektur 

Lembaga Pusai Kajian Hukum Pidana Provinsi Gorontaio, menerangkan yang 
pada pokoknya bahwa:

- Istilah terpidana dan narapidana merupakan terminology yuridis yang terpisah 

dan berdiri sendiri, O e ^ i  ̂ r^dana merukik pada Pasai 1 angka 32 Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang 
menyebutkan bahwa terpidana adaiah seseorang yang dipidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap. 

Sementara definisi narapidana disebutkan dalam Pasai 1 angka 6 Undang- 
undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan 

bahwa narapidana adaiah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara 
untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang 
menunggu peiaksanaao putusan, yang sedang menjalani pembinaan di 
lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan definisi yang berdiri sendiri tersebut, 
maka seorang terpidana adaiah subjek hukum yang terdapat dalam putusan 
pengadilan yang berkekuaian hukum tetap. Sementara seorang narapidana
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adalah subjek hukum yang menjalani pidana setelah adanya putusan 

pengadiian yang berkekuatan hukum tetap;

- Sudah menjadi kaidah bahwa ketika meiakukan penafsiran terhadap Peraturan 

Perwbang-undangan, jika berakibat hilangnyanya hak asasi warga nagara 
maka terhadap peraturan pemndang-undangan tersebut hams ditafsir secara 

sempit, bila berhubungan dengan pemenuhan hak asasi maka terhadap 
peraturan perundang-undangan tersebut hams ditafsir secara Iuas. Dari 

penjeiasan kaidah tersebut, maka terhadap frasa: “bagi mantan terpidana, 

teiah meiewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai 

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadiian yang teiah 

memperoieh kekuetm kekuatan hukum tetaps. Hmm drtafstr secara sempit 

khusus bagi mantan terpidana, dan tidak ditafsir Iuas kepada terpidana 
bersyarat/percobaan yang sedang menjalani masa percobaan berdasarkan 
putusan pengadiian yang berkekuatan hukum tetap;

- Perampasan hak warga negara hanya bisa dicabut dengan Undang-undang 
dan bukan dengan penafsiran. Penafsiran tidak bisa digunakan untuk mengisi 

kekosongan norma, Kekosongan norma hanya bisa dilakukan dengan 

pembentukan norma yang bHakukan oteh pembentuk Undang-undang {DPR 
dan Presiden) yang merupakan refresentasi dan dauiat takyat

10. Bahwa Pemohon berstatus sebagai Terpidana dan tidak dicabut hak politiknya 
berdasarkan putusan pengadiian [Vide Bukti: P=23}, Tidak sedang menjaiani 

pidana penjara dan Tidak pemah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan 
putusan pengadiian negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

meiakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun 

atau tebth berdasarkan Swat Keterangan Homer 405/SK/HK/0S/2024/r N Gto 
Tarsal 26 Agustus 2024 yang teiah dikeluarkan oieh Pengadiian Negeri 
Gorontalo [Vide Bukti: P-5 dan Bukti: T-5];

11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli La Aba, S.Pd.,M.Pd., M.H yang diajukan 

oieh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya;
- Pasal 14 ayat (2) huruf (f) menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon 

kepala daerah yang pada pokoknya “tidak pemah dipidana penjara 
berdasarkan putusan pengadiian yang teiah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena meiakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

5 (lima) tahun atau lebih, kecuali pemberlakuan ketentuan mantan terpidana 
atau narapidarsa hams atau teiah 5 (lima) tahun atau iewat 5 tahun setefah 
mantan terpidana selesai menjaiani pidananya dan secara ierbuka serta jujur 
mengumumkan kepada pubflk bahwa yang bersangkutan adalah mantan
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terpidana. Latar belakang pasai ini berkaitan dengan semangat reformasi 
hukum yang menekankan penegakan moralitas dan iniegntas daiam poiitik. 

Sejak Reformasi 1998, Indonesia berusaha memperbaiki sistem pemiiu 

dengan mempecketat persyaratan bag! caion anggota fegtsiatrf agar mereka 

yang memiliki rekam jejak pidana, terutama yang memaikan tindak pidana 

berat, tidak mudah untuk ikut serta daiam pemiiu;
Bahwa daiam memutuskan perkara atau sengketa, hakim sebagai pemutus 

daiam perkara pemiiihan khususnya perkara persyaratan caion kepaia 
daerah tfefaklah serta merta diputus tanpa mempertimbangkan putusan 

Mahkamah daiam perkara sebeiumnya dengan jenis dan perkara yang 
hampk same dengan perkara a quo. Hal tersebut sebagaimana daiam 

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-X1V/2016 pada bagian B 
Kedudukan Hukum (legal Standing) pemohon daiam hai ini oieh pemohon 
Rusfi Habibie, M AP yang diwakifi kuasa hukumnya sebagaimana pada 

angka 8 disampaikan terkait putusan kasasi Mahkamah Agung kepada 

pemohon melaiui Pengadilan Negeri Gorontaio yang frasanya sebagai 

berikut Bahwa terhadap putusan banding pemohon berupaya mencari 

keadHan dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana 
risala pemyaiaan kasasi tertanggal 11 Oesember 2015 dan memori kasasi 
bertanggal 21 Desember 2015 yang berdasarkan petikan putusan kasasi 
Mahkamah Agung Rl tanggal 21 Juii 2018 dengan perkara nomor 348 

KJPID/2Q16 yang disampaikan melaiui pengadilan negeri Gorontaio pada 
tanggal 18 Agustus 2018 yang amar putusan kasasi tersebut menghukum 

pemohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa 

percobaan selama 2 {dm} tahun. Putusan Mahkamah sesungguhnya 
menjadi pedoman bagi penyefenggara pemiiu dapat dijadikan dasar 
pertimbangan daiam memutuskan perkara a quo, yang sesunggunya 

penggugat mmgafami hai yang sama dengan perkara yang diputus 
Mahkamah pada putusannya daiam putusan nomor 71/PUU-XIV/2Q16; 
Bahwa Status Pemohon dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana daiam 

putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 sama halnya dengan Drs. 
Rusli Habibie, M.AP pada seat mendaftarkan din pada PemHihan Kepaia 
Daerah Tahun 2017 sedang manjalani Pidana Percobaan sampai dengan 
tahun 2018 berdasarkan petikan putusan kasasi Mahkamah Agung R! 
tanggal 21 dufi 2018 dengan perkara nomor 348 K/PID/2018 yang 

disampaikan melaiui pengadilan negeri Gorontaio pada tanggal 16 Agustus 
2016 yang amar putusan kasasi tersebut menghukum pemohon dengan



pidana penjara seiama 1 (salt?) tahun dengan masa percobaan seiama 2 
(dua) tahun sehingga pada tahun 2016 Drs, Rusli Habibie, M.AP mengafukan 

uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemifihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi 
Undang-Undang. yang dlputus Mahkamah pada putusannya daiam putusan 

nomor 71/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 dull 2017;

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Musyawarah 

menilai Pernohon memenuhi syarat untuk dapat ffi&ncalQfikaft dirt sebagai 

Galon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemillhan serentak Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Musyawarah perfu menilai apakah tindakan Termohon 
daiam meiakukan penilitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan daiam Benta 
Acara Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Gorontaio Utara Nomor 

242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan 

Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Gorontaio Utara, tanggai 14 September 2024, majelis Musyawarah akan 
mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ksienman Pasal 116 Pgraturan Komisi Pemifihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencaionan Pemillhan Gubernur 

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota, menyebutkan; (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupatsn/Kota 

rm&kmm pemmm p&bmkan porsyafatan admmMram caion dan 

persyaratan administrasi caion pengganti, (2} Ketentuan mengenai peneiitian 

persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud daiam Pasal 112 

sampai d&ngan Paaai 114 bariaku mutatis mutandis terhadap peneiitian 

perbaikan persyaratan administrasi caion;

2, Bahwa jadwaf penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan 
persyaratan administrasi caion pengganti sesual ketentuan sebagaimana 
Lampiran I Program Dan Jadwaf Kegiatan Tahapan Pencaiooan Gubemur Dan 
Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wallkota Dan Wakil Walikota 
Peraturan Komisi Pemifihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 ientang 
Pencaionan Pemillhan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan WakH 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dimuiai pada tanggai 6 
September 2024 sampai dengan tanggaf 14 September 2024;
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3. Bahwa penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan 
administrasi calon pengganti beriaku mutatis mutandis terhadap penelitian 

perbaikan persyaratan administrasi caion, maka untuk mengecek indikator 

Hasif Penemtan Persyaratan Administrasi Calon berpedoman pada BAB iV 
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON dalam Keputusan 

Komisi Pemiiihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis 
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan 

Pasangan Calon Daiam Pemiiihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan
Wakil Bupati.. Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Adapun indikator Hasil 

Penelitian Persyaratan Administrasi Caion berkaitan dengan Dokumen Surat 

Keterangan tidak oemah sebaoai terpidana berdasarkan putusan pengadiian 
vana telah memseroteh kekuatan hukum tetao dart oenoadilan neoeri vano 

wilavah hukumnva meliouti temoat tlngqal caion sebagaimana Tabel di bawah

mr

Tabel 4.1, indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No, jenis Dokumen Basil Verifikasi

Calon

Guberrmr/Bupaii/

Walikota
i

J

Calon Wakil 

Gubemur/Wakil 
Bupati/Wakif

Walikota

A. Dokumen Wajib (hardcopy dan softcopy dalam Silon)

2.

Surat keterangan tidak 
pemah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan 
pengadiian yang telah 
memperoleh kekuatan 
hukum tetap dad pengadiian 
negen yang wifayan 
hukumnya meiiputi tempat 
tsnggal calon

BENAR/BELUM
BENAR

BENAR/BELUM

BENAR

Indikator Kshenarsn

a. dokumen dapat dibuka, 
diakses dan terbaca 
dengan jeias

b. memuat mtormasi terkait
calon

c. memuat informasi status 
hukum tidak pemah 
dipidana penjara
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d. diterbiikan deb
Pengadiian Negeri 
tempat domisili Caion

e. merupakan dokumen
yang sah

f. menerangkan bahwa 
Caion tidak pemah 
dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan 
pengadiian yang teiah 
memperoieh kekuatan

j hokum tetap___________

4, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 405/SKJHK/08/2024/PN Gto 

Tanggal 28 Agustus 2024 yang teiah dikeiuarkan oleh Pengadiian Negeri 

Gorontaio menyatakan bahwa Pemohon:

a. Tidak sedang menjalai pidana penjara

b. Tidak pemah dijatuhi hukumm penjara berdasarkan putusan pengadiian 

negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidan pen\ara 5 (lima) tahun atau febih: [Vide

Bukti: P-5 dan Bukti: T-5,

5, Bahwa syarat caion Bupati dan Wakii Bupati herupa sw at keterangan tidak 

pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadiian yang teiah

memperoieh kekuatan hukum tetap dari pengadiian negeri yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tlnggai caion yang teiah disampaikan oieh 

Pemohon sebagai pemenuhan dokumen Syarat caion, majeiis Musyawarah 

berpendapat teiah sesual dengan Indikator Kebenaran sebagaimana 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1220 Tahun 2024 tentang

pedoman teknis pendaftarw penelman pm yw m m  caion, dan

peneiapan pasangan caion dalam pemilihan Gubemur dan Waki! Gubemur, 

Bupati dan Wakii Bupati serta Walikota dan Wakii Walikots halaman 54-55 

yaitu sebagai berikuti

a. Dokumen dapat blbuka, diakses dan terbaca dengan jeias;

b. Mernuat informas? terkait caion:

c. Memuat informasi status hukum tidak pemah dipidana penjara;

d  Diterbrtkan oleh Pengadiian Negen tempat dormstli Caion;

e. Merupakan dokumen yang sah;

f. Menerangkan bahwa Caion tidak pemah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadiian yang teiah memperoieh kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau febih.
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6, Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan dt atas, Majelis Musyawarah 

meniiai Termohon tidak cermat dan keflru daiam meiakukan penelltian 
persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati karena tidak berpedoman pada BAB IV PENEtmAN 
PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON daiam Keputusan Komisl Pemilihan 
Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, 
Penofitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon 

daiam Pemiiihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakii Bupati 
Serta Waiikota Dan Wakil Waiikota, dengan memberikan status tidak benar 

terhadap dokumen syarat calon Bupati berupa Surat Keterangan Nomor 

4O5r$K/HK/06/2024fPN Gto Tanggai 26 Agustus 2624 yang telah dikekiarkan 
oteh Pengadilan Negeri Gorontaio;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum -sebagaimana 
diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah berpendapat cukup beraiasan 

hukum untuk mengabuikan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menimbans bahwa terhadap dam-dalii serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak 
terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oteh pemohon dan termohon, 
Majelis meniiai tidak relevan untuk dlpertimbangkan.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum 
sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis musyawarah meniiai dan 

berkesimpuian sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan 
peraturan per unhang - undangan;

2. Berita Acara yang diajukan daiam permohonan merupakan Objek Sengketa
Pemiiihan;

3. Pemohon memiiiki kedudukan hukum (legal stamping) daiam mengajukan 
permohonan penyetesaian Sengketa Pemiiihan;

4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;

5. Permohonan pemohon memifiki siasan hukum yang cukup untuk dikabutkan 

Seluruhnya.
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Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota msnjadi Undang - Undang sebagaimana teiah
toebempss ksk diubah, terakhir dktbah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - undang Nomor 1

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang - Undang Menjadi Undang - Undang “junctc Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor: 48/PUU-XVH/2G19 tertanggai 29 januari 2020 “juncto Peraturan Badan

Pengawas remwhan Urnum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyetesaian 

Sengketa Pemilihan Gubemur Dan WakH Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota”.

MEMUTUSKAN:

1.

2.

3.

Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;
Membslalkan BmSs Acara Ksmisl Pemilihan Umom Kabupaten Gorsntato Utara 
Nomor 242/PL.02.2-BA/7505/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan 

Administrasi Hasii Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Gorontalo Utara;
Memertntahkan kepada Termohon untuk menetapkan kemball Pemohon 

sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bu^ti Kabupaten Gorontalo Utara yang 
memenuhl syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024;

4. Memeriniahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga)
ban kerja terhitung $ejak putusan ini dibacakan,

DeffifKian diputuskan di dalam rapat plena Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada 

Hah Rabu Tanggal Dua Bulan Qktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri 
oleh 1) Ronald Ismail, SE., 2) Fadli Bukotlng, SH., 3) Ismail Buna, S.IP, masing- 

masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan
dibacakan di babapan para pihak serta terbuka untuk urnum pada Hart Rabu Tanggal 

Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Ronald Ismail, SE,, 2)
Fadli Bukoiing, SH., 3) Ismail Buna, S.IP, masing-masing sebagai Majeiis
Mosyawarah Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan dibantu oleh Bud! Hartono, SH, 

MH, sebagai sekretaris.
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Majelis Musyawarah 

Sawaslu Kabupaten Gorontaio Utara,

AnggOia Majelis 

ttd

(Fadlr Bukoting, SH)

Ketiia Majelis 

ttd

(Ronald Ismail, SE)

Anggota Majalis 

ttd

(Ismail Buna, S. IP)

Sekretans

ttd

(Budi Hartono, SH, MH)

Safinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya 
Tanaoal 03 Oktober 2024
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